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BAB 1

CITA HUKUM NASIONAL

A. Pendahuluan

Tujuan negara untuk masa depan telah termaktub dalam
pembukaan UUD 1945 (Pasca Amandemen) yang esensinya adalah
mewujudkan satu masyarakat yang adil dan makmur, adil dalam
kemakmuran dan makmur dalam keadilan, spiritual dan materiil
dibawah lindungan Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa.

Cita Hukum Nasional adalah cita-cita dan apa yang kita
pikirkan bersama mengenai hukum nasional kita. Sebuah cita-cita
tentang bentuk dan perwujudan hukum nasional kita di masa
mendatang.

Pertanyaan mendasar yang harus dijawab lebih lanjut adalah:

1) Apakah Cita Hukum Nasional kita?

2) Cita Hukum Nasional tersebut dapat diwujudkan dalam
rangka mencapai perwujudan masyarakat adil dan
beradab?

3) Bagaimanakah Pembinaan terhadap Cita Hukum
Nasional harus dilakukan?

“Cita Hukum Nasional merupakan suatu hal yang ingin
dicapai dalam pengertian penerapan perwujudan dan pelaksanaan
nilai-nilai tertentu di dalam tata kehidupan bernegara dan
bermasyarakat di Indonesia, yang berdasarkan Pancasila dan UUD
1945”. Khusus di dalam bidang kehidupan dan kegiatan ekonomi
pada umumnya, dalam rangka menyongsong masyarakat global
cita hukum nasional, sangat membutuhkan kajian dan
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pengembangan yang lebih bersungguh agar mampu ikut serta dalam
data kehidupan ekonomi global dengan aman dalam pengertian
tidak merugikan / dirugikan oleh pihak-pihak lain.

B. Aspek Hukum Kegiatan Ekonomi di Indonesia

Sejarah menunjukkan bahwa pertumbuhan perekonomian
Indonesia dimulai pada zaman kolonial. Pada zaman penjajahan
perekonomian sengaja dirancang khusus untuk memenuhi
kebutuhan Belanda yang berorientasi pada eksport hasil agraris ke
Eropa, sehingga sub sektor perekonomian yang ada pada waktu itu
disiapkan sebagai faktor pendorong, penyangga dan penunjang
kegiatan dan sasaran eksport tersebut.

Kita simpulkan bahwa pada zaman penjajahan kegiatan
ekonomi rakyat ditentukan oleh kepentingan penguasa. Pola
ekonomi rakyat ditentukan oleh berbagai perangkat hukum yang
sengaja diciptakan untuk itu antara lain :

Peraturan tentang sistem tanam paksa di Jawa dan Madura
Peraturan tentang budi daya tebu

Peraturan tentang konsep perkebunan untuk tanaman eksport
Peraturan tentang pola industri karet.

AN o

Perubahan mendasar baru tampak pada Tahun 1967, dengan
diundangkannya UU Penanaman Modal Asing, yang akhirnya
mampu mempengaruhi hukum perusahaan yang tidak pernah
tersentuh sebelumnya.

Perubahan kebijakan terjadi di bidang ekonomi, nampaknya
mulai terasa dan mempengaruhi di bidang hukum yang mengatur
tentang kegiatan ekonomi pada umumnya, antara lain :

a. Perubahan Pasal 54 KUHD UU Nomor 4 Tahun 1971 dan
diundangkannya UU Perseroan Terbatas yaitu UU Nomor 1/
1995 yang diperbarui dengan UU Nomor 40 Tahun 2007.



b. Pembaharuan di bidang Hak Milik Intelektual (UU Nomor
19/ 2002 tentang hak Cipta, UU Nomor 15/ 2001 tentang
Merek).

c. Peraturan-peraturan baru pada bidang usaha tertentu (usaha
Perbankan dengan UU Nomor 10/ 1998 perubahan atas UU
Nomor 7/ 1992, usaha Asuransi dan lain sabagainya)

C. Aspek Hukum Ekonomi

Ditinjau dari istilah, Aspek Hukum Ekonomi dapat
dijelaskan sebagai berikut :

Kata “Aspek” dalam Kamus Bahasa Inggris “Aspect” yang
artinya Letak, Sudut Pemandangan. Kata “Hukum” dalam arti bebas
adalah Peraturan/ Undang-Undang. Bagaimana Aspek Hukum pada
kegiatan Ekonomi pada umumnya? berikut ini akan disajikan
beberapa pendapat ahli tentang istilah “ Hukum “ .

IMMANUEL KANT : “Bahwa sampai sekarang ini para ahli
hukum masih mencari definisi hukum”
HANS KELSEN . “Hukum terdiri dari kaidah-kaidah
menurut nama orang harus berlaku”
WIRJO . “Hukum adalah rangkaian peraturan-
PRODJODIKORO peraturan mengenai  tingkah laku

orang-orang sebagai anggota suatu
masyarakat yang bertujuan
mengadakan tata tertib diantara
anggota-anggota masyarakat itu”

Tujuan Hukum menurut beberapa ahli disampaikan dalam
berbagai versi dan tinjauan. Pada pembahasan kali ini penulis
tampilkan Tujuan hukum yang banyak dikenal dikalangan
masyarakat hukum yaitu :

1) Menurut Van Appeldorn : “adalah untuk mencapai suatu
susunan masyarakat yang damai dan untuk mencapai suatu
susunan masyarakat yang adil yang mengadakan pembagian
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antara kepentingan-kepentingan yang bertentangan dari
sesama manusia dalam mana suatu orang harus memperoleh
sedapat mungkin apa yang ia berhak menerimanya”.

2) Sementara menurut Rud Brach dari Jerman, dengan
sederhana menyampaikan bahwa Tujuan Hukum adalah “
mencapai keadilan

Konsep hukum dalam sejarah perkembangan pengkajian hukum
dikenal 3 jenis. HLA. Hart dalam the concept of law :

1) Hukum sebagai asas moralitas atau keadilan yang bernilai
universal, dan menjadi bagian inheren sistem hukum alam
(natural law theories).

2) hukum sebagai kaidah-kaidah positif yang berlaku pada suatu
waktu tertentu dan tempat tertentu & terbit sebagai produk
eksplisit suatu sumber kekuasaan politik tertentu yang
berlegitimasi (positivisme hukum).

3) hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional, dalam
sistem dalam proses-proses pemulihan ketertiban &
penyelesaian sengketa, maupun dalam proses-proses
penalaran dan pembentukan pola-pola perilaku yang baru

D. Hukum Ideal

Apakah hukum yang ideal itu? Hukum ideal dapat dijelaskan
sebagai berikut :

a. Suatu standar untuk menguji berlakunya semua hukum yang
dapat diketahui dan dinilai, yang mempunyai kepastian lebih
dari peraturan biasa.

b. Namun tidak perlu mengandung arti, bahwa hukum positif
hendaknya dikuasai oleh hukum yang ideal dalam perkara-
perkara perselisihan.

c. Hukum alam dapat digunakan untuk mendukung tuntutan-
tuntutan revolusioner



d. Tuntutan revolusioner atau reformasi atau untuk
membenarkan tata hukum yang ada, atau bahkan dapat
menyebabkan suatu sistem hukum istimewa.

e. Sistem hukum istimewa, ketika hukum romawi diterima di
eropa, sebagai hukum umum, yaitu dianggap sebagai “ratio
scripta”

Natural law theories

Search for absolute justice

Percaya bahwa ada hukum yang ideal dari Tuhan

ST. Isidorus dari Sevilla :

“ALL LAWS ARE EITHER DIVINE OR HUMAN”

(a) Divine laws are based on nature
(b) Human laws are based on custom
(c) The reason why these are

(d) Variance is that different

(e) Nations adopt different laws

HUKUM >< PELAKU EKONOMI

E. Pengertian Ekonomi
“QOikos” Rumah Tangga (house-hold)
“Nomos” Aturan, kaidah atau pengelolaan

Kata “Ekonomi” hakekatnya adalah kegiatan menjalankan
perusahaan, yaitu suatu kegiatan yang mengandung pengertian
bahwa kegiatan yang dimaksud harus dilakukan :



a) Secara terus menerus dalam pengertian tidak terputus-putus

b) Secara terang - terangan dalam pengertian sah

c¢) Dilakukan dalam rangka memperoleh keuntungan, baik
untuk diri sendiri atau orang lain

Definisi populer :  “Segala tingkah laku manusia atau segolongan
masyarakat  dalam  usahanya  memenuhi
kebutuhan yang relatif tak terbatas dengan alat
pemuas kebutuhan yang terbatas adanya”

BUMN
Badan Hukum <
BUMS\

Perusahaan Pembukuan

Tidak berbadan Hukum /

Dikendalikan oleh Hukum Pasar (etika, moral & bertanggung jawab)

“Kegiatan Ekonomi yang terjadi di dalam masyarakat pada
hakekatnya merupakan rangkaian berbagai perbuatan hukum yang
luas biasa banyak jenis, ragam, kualitas dan variasinya, yang
dilakukan oleh antara pribadi, antar perusahaan, antar negara dan
antar kelompok dalam berbagai volume dengan frekuensi yang
tinggi setiap saat diberbagai tempat”.



SISTEM LIBERAL/ SISTEM SOSIALISME/
KAPITALISME KOMUNISME

Keputusan-keputusan lebih Keputusan-keputusan lebih
diserahkan kepada orang perorangan diserahkan kepada pusat/serba
(swasta) diatur oleh pemerintah

SISTEM
CAMPURAN/MIXED ECONOMY

Aspek Hukum di Dalam Kegiatan Ekonomi

Dasar : Tujuan ekonomi

1) Hukum sebagai faktor eksternal yang bermanfaat

2) Hukum dapat dimanfaatkan untuk mengamankan kegiatan
dan tujuan ekonomi yang akan dicapai

3) Hukum sebagai alat mengawasi penyimpangan terhadap
perilaku pelaku ekonomi terhadap kepentingan lain

4) Hukum dimanfaatkan untuk menjaga keseimbangan
kepentingan dalam masyarakat



KEGIATAN EKONOMI

Masyarakat ‘ Perusahaan

SIMBOL
HUKUM PASAR

NORMA

Kegiatan Ekonomi :

e Rangkaian Perb. hukum

e Jenis, ragam, kualitas, variasi

e Pribadi, perusahaan, negara,
klp

e Berbagai volume dengan frek.
Tinggi

o Setiap saat diberbagai tempat

Tanggung

ETIKA
MODAL
BERUSAHA

PELAKU
EKONOMI

NEGARA/
PEMERINTAH

— Jawab

Jujur

Kepentingan publik
konsumen

Mengawasi
penyimpangan

F. Aspek Hukum Ekonomi di Indonesia

Sistem Hk di Negara RI ada Macam :

a. HK. Tata Negara (HTN)

b. HK. Administrasi (TAN)

c. HK Pidana g;
d. HK. Perdata =——————p

e. HK. Acara 3))

o Hk. Kebendaan (Zaken r.)

o Hk. Perikatan (Verbintenissen r.)

Hk. Perorangan (Personen R)
Hk. Keluarga (Familier)

Hk. Warisan

Hk. Harta Kekayaan
(Vermogen R.)



\r Hukum Dagang ﬂ

Hubungan Hukum Akibat Hukum

Kenyataan Hukum (Rechfeit)

Pada jaman penjajahan kegiatan ekonomi sangat ditentukan
penguasa untuk kepentingannya semata. Jadi pola ekonomi rakyat
ditentukan oleh berbagai perangkat hukum yang sengaja ditentukan
untuk itu.

Misal : 1) Peraturan tentang sistem tanam paksa di Jawa
dan Sumatra

2) Peraturan budaya tebu
3) Peraturan konsep perkebunan untuk tanaman
eksport
4) Peraturan pola industri karet
Sejak Tahun 1967 dengan Penanaman Modal Asing (PMA)
dapat mempengaruhi Hukum Perusahaan. Perubahan kebijakan
terjadi di bidang ekonomi pada umumnya, misal :

e Perubahan dibidang Hk. Perusahaan :

- Perubahan Pasal 54 KUHD UU No. 4/1971

- UU No. 1/1995 tentang Perseroan Terbatas (yang baru)
¢ Pembaharuan di bidang Hak Milik Intelektual (HMI)

- Diundangkannya peraturan baru di bidang usaha
tertentu, misal : Usaha Perbankan, Usaha Asuransi

e Pemberian fasilitasi tertentu bagi sektor / sub sektor usaha-
usaha yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan UU
Penanaman Modal & Peraturan Pelaksanannya.



G. ASAS-ASAS HUKUM NASIONAL
(Ditinjau dari Aspek Hukum Dagang dan Hukum Ekonomi)
Paham Konvensional :

Hukum Dagang bagian dari bidang Hukum Perdata, atau
Hukum Perdata dalam pengertian yang luas- termasuk
Hukum Dagang. Jadi asas Hukum Dagang merupakan
bagian dari aas-asas Hukum Perdata pada umumnya.

Hukum Perdata dipahami sebagai Hukum yang mengatur
hubungan Hukum diantara subyek Hukum di masyarakat.

Paham yang lain

Hukum Dagang sebagai norma hukum yang mengatur
hubungan Hukum antara produsen dan konsumen dalam
pengertian yang luas. Jadi Hukum Dagang secara mendasar
lebih meng- akomodir aspek keperdataannya saja.

Hukum Ekonomi relatif mampu mengako-modir lebih dari
satu aspek karena Hukum Ekonomi mempunyai cakupan
yang lebih luas, yang meliputi semua Aspek Hukum
sepanjang menyangkut kegiatan ekonomi.

Asas-asas Hukum ditinjau dari Aspek Hukum Ekonomi

Asas-asas Hukum

¢
l l

Asas-asas Hukum Perdata Asas-asas Hukum Publik

10



Asas-asas
Hukum Ekonomi

|
v ’

Kenyataan belaka Tindakan Manusia
g) Menﬂadl.‘%ﬂa a) Membuat testament
) gmll patlit ki b) Yes/ No : waris
¢) Daluwarsa, lahir, c) Membuat perjanjian

Asas Hukum ditinjau dari Aspek Hukum Dagang

Asas-asas Hukum Perdata
Dari Hukum Tertulis / tidak tertulis

Asas-asas Hukum Perikatan/Perjanjian
Asas kebebasan berkontrak

Asas-asas Hukum Dagang
Asas-asas perjanjian Asuransi

Asas Kebebasan Memilih Penanggung

H. Pembinaan Citra Hukum dan Asas-Asas Hukum Nasional

Tujuan terciptanya masyarakat adil dan makmur materiil
spiritual akan terwujud apabila perilaku kita tetap di bawah kontrol
nilai-nilai yang bersumber dari :

a) Nilai etika dan moral (umum maupun bisnis)

b) Norma hukum yang telah difaralasikan dalam peraturan-
peraturan

¢) Ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.
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Pembangunan hukum dibidang ekonomi harus memiliki
konsep yang jelas. Salah satu orientasi yang harus disiapkan adalah
mewujudkan terciptanya “Demokrasi Ekonomi”.

Titik-titik simpul dimaksudkan adalah :

1. Asas Keseimbangan

Kepentingan umum X privat
Produsen X konsumen
Pengusaha X tenaga kerja

Para pihak dalam perjanjian

Asas Perlindungan Konsumen
Asas Kebebasan Berkontrak
Asas Perlindungan Terhadap kepent. Publik

2. Asas Pengawasan Publik

3. Asas Campur Tangan Negara terhadap kegiatan ekonomi
a) Menjaga kepentingan semua pihak di dalam masyarakat
b) Melindungi kepentingan produsen dan konsumen
¢) Melindungi kepentingan negara dan umum terhadap
kepentingan / pribadi

12



BAB 2

PERUSAHAAN DAN
ASPEK HUKUM

A. Pengertian Perusahaan

Pengertian Usaha, Pengusaha dan Perusahaan sebaiknya
kita melihat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib
Daftar Perusahaan, sebagai berikut :

Usaha ; Adalah setiap tindakan perbuatan atau kegiatan
apapun dalam perekonomian yang dilakukan oleh
setiap “Pengusaha” wuntuk tujuan memperoleh
keuntungan dan atau laba (Pasal : 1 (d)).

Pengusaha; Adalah setiap perseorang atau persekutuan atau badan

hukum yang menjalankan suatu jenis perusahaan
(Pasal : 1 (c))

Perusahaan; Adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan bentuk
usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang
bersifat tetap dan terus menerus dan didirikan, bekerja
serta berkedudukan dalam wilayah negara Indonesia
untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba
(Pasal : 1 (b)).

Ditinjau dari segi hukum, unsur-unsur yang terdapat dalam
perusahaan adalah sebagai berikut :

a. Badan Usaha
b. Kegiatan Dalam Ekonomi
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c. Berkelanjutan (Kontinyuitas)
d. Terang-terangan

e. Mencari keuntungan (laba)

f. Mengadakan Pembukuan

Disi lain kita juga mengenal istilah “Perdagangan” yaitu
kegiatan dalam bidang ekonomi yang berupa membeli barang dan
menjualnya lagi atau menyewakannya dengan tujuan memperoleh
keuntungan atau laba. Sementara “Perusahaan adalah keseluruhan
perbuatan yang dilakukan secara terus-menerus, bertindak keluar,
untuk memperoleh penghasilan dengan cara memperdagangkan
atau menyerahkan barang atau mengadakan perjanjian perdagngan
(Rumusan Molengraaf).

Perdagangan merupakan salah satu kegiatan perusahaan,
maka pengertian perusahaan lebih luas dari pengertian
perdagangan.  Selanjutnya kita akan membahas pengertian
pekerjaan (beroep) yang pada halaman berikut pembaca dapat
berlatth memahami pengertian bahwa subyek itu sedang
menjalankan pekerjaan atau sedang menjalankan perusahaan.
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Tugas : Mahasiswa melakukan analisa terhadap beberapa Profesi
di atas. Selanjutnya Mahasiswa dapat menjelaskan
alasannya terhadap pilihan sebuah Profesi itu dapat
disebut sedang melakukan Pekerjaan atau sedang
menjalankan Perusahaan.

Pengertian perusahaan (bedrijf) lebih sempit dari pada
pengertian pekerjaan (beroep) karena tidak semua orang
menjalankan pekerjaan disebut menjalankan perusahaan, demikian
sebaliknya setiap orang yang menjalankan perusahaan pasti
menjalankan pekerjaan juga.

Misalkan seorang Notaris, Pengacara, Dokter, juru sita
dianggap menjalankan pekerjaan, dengan alasan bahwa orang-
orang yang berkepentingan mendatangi mereka karena profesi
demikian dianggap mempunyai kualitas, yaitu keahlian atau
kedudukan resmi, walaupun mereka bertindak tidak terputus-putus
dan secara terang-terangan untuk memperoleh keuntungan.

Seorang apoteker dianggap telah memenuhi syarat
menjalankan perusahaan, sehingga apoteker dinyatakan sebagai
menjalankan perusahaan, sehingga ia dinyatakan sedang
menjalankan perusahaan. Menurut yurisprudensi menetapkan
bahwa Akuntan merupakan profesi yang menjalankan perusahaan
karena perbuatan akuntan bersambungan dengan perbuatan
menjalankan perdagangan.

Sebagai contoh pembahasan adalah profesi Dokter. Jika
seorang Dokter hanya menjalankan tugas di rumah sakit maka
profesi Dokter saat itu sedang manjalankan pekerjaan, karena si-
Dokter dalam hal ini hanya bertanggung jawab terhadap tugas
pokoknya saja dan itu yang digaji tanpa harus berfikir institusi
rumah sakit itu rugi atau tidak. Namun jika Dokter membuka
praktek artinya Dokter tersebut sedang menjalankan perusahaan
karena sudah memenuhi unsur-unsur perusahaan. Dokter yang
sedang  menjalankan  perusahaan  wajib = mendaftarkan
perusahaannya pada Kantor Perdagangan setempat, berdasar
Undang-Undang Wajib Daftar Perusahaan Nomor 3 Tahun 1982.
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Pedagang adalah mereka yang melakukan perbuatan

perniagaan sebagai pekerjaan sehari-hari. Pada umumnya adalah
perbuatan pembelian barang-barang untuk di jual lagi serta
obyeknya barang bergerak.

B. Keberatan Asas Hukum Dagang bagi Pedagang

a) Barang, berarti Barang Bergerak.

b) Perbuatan menjual terjadi pertentangan pada Pasal 3 dan

Pasal 4 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
¢) Perselisihan (berlakunya Hk. Dagang)
d) Bagi Pedagang . perbuatan perniagaan
e) Bagi Pemerintah : Obyek Perb. Perniagaan
f) Perbuatan perniagaan bagi salah satu pihak.

Prof. R. Subekti, S.H. dalam buku beliau yang berjudul

Pokok-pokok Hukum Perdata 1996, menegaskan antara lain
sebagai berikut :
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a. Adanya Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) di

samping Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sekarang
dianggap tidak pada tempatnya, karena Hukum Dagang
sebenarnya tidak lain dari Hukum Perdata; dan perkataan
“Dagang” bukanlah suatu pengertian perekonomian yaitu
segala perbuatan perantara antara produsen dengan
konsumen.

. Suatu pengertian ekonomi yang banyak dipakai dalam

KUHD ialah perusahaan, jika bertindak keluar untuk
mencari keuntungan dengan suatu cara di mana ia menurut
imbangan lebih banyak mempergunakan kapital daripada
mempergunakan tenaganya sendiri.

. Lapangan pekerjaan dari suatu perseroan (firma,

persekutuan, komanditer, perseroan terbatas) adalah
menjalankan suatu perusahaan.



d. Orang yang menjalankan perusahaan “perdagangan” dalam
pengertian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Dari Prof. R. Subekti, S.H. tersebut di atas, dapatlah
disimpulkan bahwa hukum dagang merupakan bagian dari
hukum perusahaan.

Selain itu kondifikasi KUHD pada 1 Mei 1948- 1 %; abad yang
lalu tidak lagi mencakup ketentuan-ketentuan peraturan
perundangan di bidang perekonomian yang ada dan berkembang
sejak tahun 1848 hingga tahun 1999.

C. Sumber Hukum Perusahaan
s KUHD/ W v K—» Hukum Pdt Khusus Lex Specialist Derogat
< KUH Pdt/BW —» Hukum Pdt Umum Lex Generallis

Adagium Hukum mennyebutkan bahwa Lex Specialist
Derogat Lex Generallis yang artinya bahwa aturan khusus
mengalahkan aturan yang umum, demikian pula dengan
kedudukan antara KUHD dan KUH Perdata. Sebagaimana
diketahui bahwa Buku Kedua, Bab XXI KUH Perdata mengatur
tentang Hipotik sedangkan Buku Ketiga, ttg Perikatan. Sementara
pasal :1319, 1339, 1347 mengatur tentang hal-hal yang bersifat
Umum dan 15,396 mengatur tentang sesuatu yang khusus.

Sumber perikatan yang berasal dari Perjanjian angkutan,
asuransi, wesel, cek, dll, sedang sumber perikatan yang berasal dari
Undang-Undang adalah : tubrukan kapal (534) Pengertian
Pedagang, Perbuatan Perniagaan DIHAPUS selanjutnya
DIGANTI dengan Pengertian Perusahaan. Sejak tanggal 17 Juli
1938 memasukkan istilah Perusahaan kedalam Hukum Dagang,
contoh : pasal 6, 16, 36.

1) UU Nomor 3/1982 : Wajib Daftar Perusahaan
2) UU Nomor 5/1984 : Perindustrian di Indonesia
3) UU Nomor 2/1992 : Perindustrian
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4) UU Nomor 1/1995 : Perseroan Terbatas Th. 1995
5) UU Nomor 8/1995 : Pasar Modal 1995
6) UU Nomor 8/1996 : Perlindungan Konsumen

7) UU Nomor 4/1998 : Penetapan Perpu No. 1/1998 tentang
Perubahan atas UU tentang Kepailitan.

8) UU Nomor 5/1999 : Larangan Praktek Monopoli &
Persaingan Usaha yang Tidak Sehat

9) UU Nomor 23/1999 : Bank Indonesia

10) UU No. : 24/1999 : Lalu Lintas Devisa & SNTS
11) PP No. 12/1998 : Perusahaan Perseroan (Persero)
12) PP No. 13/1998 : Perusahaan Umum (Perum)
13) PP No. 26/1998 : Pemakaian Namat PT.

14) PP. No. 27/1998 : Penggabungan, Peleburan &
Pengambilalihan PT.

15) Kep.MenKeu No. 859/KMK.01/1987 tentang Emisi Efek
melalui Bursa

16) Kep.MenKeu No. 890/KMK.01/1987 tentang Lembaga
Penunjang Pasar Modal.

18



BAB 3

HANDELSZAAK

A. Ruang Lingkup Handelszaak

Handelszaak adalah segala sesuatu, yang berwujud benda
maupun yang bukan benda, yang termasuk dalam lingkungan
perusahaan tertentu, misalnya : gedung-gedung, mebel, alat-alat
kantor, mesin-mesin, buku-buku, barang-barang dagangan, piutang,
nama perusahaan, merek, patent, goodwill, utang, relasi,
langganan, rahasia, perusahaan dan lain-lain

Handelszaak atau urusan perusahaan mencakup :

1) Benda Tetap (tak bergerak)
a) Yang bertubuh : tanah, kapal terdaftar, gedung di atas tanah
milik dan lain-lain
b) Yang tak bertubuh : hipotik dan lain-lain.

2) Benda Tidak Tetap (bergerak)

a) Yang bertubuh : meubel, mesin-mesin, mobil, alat
telekomunikasi, buku-buku, barang dagangan.

b) Yang tak bertubuh : piutang, gadai, nama perusahaan,
merek Pantent, goodwill, nama perusahaan.

3) Yang bukan benda : utang, langganan, rahasia perusahaan,
relasi dan lain-lain.

Terhadap Benda tetap dan Tidak Tetap maka aspek
hukumnya adalah terletak pada cara pemindahan haknya. Berbeda
antara proses pemindahan hak/ jual beli antara Tanah dengan
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mobil. Prinsip bahwa pemindahan hak atas barang tetap tidak dapat
serta merta sebagaimana benda tidak tetap.

Jika kita perhatikan ketentuan dalam Kitab Undang- Undang
Hukum Perdata (KUHPdt), tampak bahwa KUHPdt sangat
menekankan pada pembagian benda ke dalam benda bergerak dan
benda tidak bergerak, serta benda berwujud dan benda tidak
berwujud. Pembedaan ini bukan tanpa maksud, melainkan
memiliki makna dan akibat yang sangat luas. Pembedaan benda
kedalam benda bergerak dan benda tidak bergerak, serta benda
berwujud dan benda tidak berwujud ini dibuat dengan tujuan untuk
membedakan.

1) Cara Perolehannya (Melalui Bezir)

Mengenai cara perolehan melalui bezit, bagi benda bergerak
yang tidak berupa bunga maupun piutang yang tidak harus dibayar
kepada pembawa Pasal 1977 ayat (1), Pelajari Pasal- Pasal : 1963,
548.

2) Cara Penyerahannya

Mengenai cara penyerahan benda bergerak dan tidak bergerak
dapat ditemukan pengaturannya dalam Pasal 612, Pasal 613
dan Pasal 616 KUPdt.

3) Cara Pembebanannya

Mengenai cara pembebanannya, dalam KUHPdt dapat
ditemukan dalam aturan tentang Gadai bagi benda bergerak
dan Hipotek bagi benda tidak bergerak, yang dalam ketentuan
Pasal 1150 KUHPdt tentang Gadai dan ketentuan Pasal 1162
KUHPdt.

4) Mengenai Daluwarsa

Daluwarsa disini dimaksudkan sebagai daluwarsa untuk
memperoleh hak milik. Bahwa terhadap kebendaan bergerak
yang berwujud dan kebendaan bergerak yang tidak berwujud
yang berupa piutang kepada pembawa (dan dibayarkan atas
penunjukkannya), Pasal 1977 ayat (1) KUHPdt tidak

20



menentukan suatu jangka waktu daluwarsa, bezit berlaku
berlaku sebagai title sempurna.

Sedangkan terhadap kebendaan tidak bergerak, KUHPdt
mensyaratkan jangka waktu 20 tahun agar seorang bezitter
dapat menjadi eigenaar (Pasal 1963 KUHPAt).

B. Bentuk- Bentuk Badan Usaha
1. Koperasi (Undang-Undang No. 25 Tahun 1992)
English : Cooperatif, Belanda : Cooperatie

Artinya kerja sama yang terjadi antara beberapa orang untuk
mencapai tujuan yang sama, yang sulit dicapai secara
perorangan.

Tujuan yang sama itu ialah kepentingan ekonomi untuk
meningkatan kesejahteraan bersama. Kerjasama itu misalnya :
kegiatan bidang produksi, konsumsi, jasa, perkreditan.

Ciri-ciri Koperasi ditinjau dari 2 segi
Segi Ekonomi Segi Hukum

» Beberapa orang yang Apabila perkumpulan yang
disatukan oleh kepentingan memiliki ciri khusus tersebut
ekonomi yang sama didaftarkan, sehingga

memperoleh pengakuan sah

» Tujuan mereka secara ) )
dari pemerintah berdasarkan

bersama-sama atau UU  Perk : K
individu adalah memajukan er opera'51an, .ma &
. perkumpulan  itu  disebut
kesejahteraan bersama X, \ dari seei huku
dengan tindakan bersama Operast dari segl ukur.
secara kekeluargaan Koperasi dari segi hukum

adalah badan hukum. Hal ini

» Alat untuk mencapai tujuan
diatur dalam ps. 9 UU

itu adalah badan wusaha
yang dimiliki, dibiayai,
dikelola, bersama
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Dari Hukum Koperasi adalah Pasal 33 : 1 UUD 1945 yang
menyatakan bahwa pereckonomian disusun sebagai usaha
bersama atas azas kekeluargaan. Penjelasan pasal 33
mencantumkan dasar demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan
oleh dan untuk semua dibawah pimpinan atau penilikan
anggota-anggota masyarakat. Penjabaran lebih lanjut diatur
dalam UU No. 25/1992 LN Tahun. 1992 No. 116, 21 Oktober
1992 Undang-undang tentang Koperasi.

Landasan Koperasi : Pancasila dan UUD 1945 berdasarkan atas
asas kekeluargaan (pasal 2).

Tujuan Koperasi  : memajukan kesejahteraan anggota pada
khususnya dan masyarakat pada umumnya
serta ikut membangun tatanan perekonomian
nasional  dalam  rangka  mewujudkan
masyarakat yang wmaju, adil, makmur
berlandaskan Pancasila dan UUD 1945

(pasal 3).

Asas Koperasi menempatkan eksistensinya yang memiliki
karakteristik tersendiri. Beberapa prinsip dasar yang harus
dipatuhi anggota (pasal 5 : 1) antara lain :

a. Keanggotaan Koperasi bersifat sukarela dan terbuka

b. Pengelolaan koperasi dilakukan secara demokratis

c. Pembagian SHU dilakukan adil dan sebanding dengan
jasa usaha masing-masing anggota

d. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal

Macam koperasi ada 2 yaitu :
a. Koperasi Primer. Didirikan oleh dan beranggotakan orang
seorang, dibentuk sekurang-kurangnya 20 orang.
b. Koperasi Sekunder. Didirikan oleh dan beranggotakan
Koperasi, dibentuk sekurang-kurangnya 3 (tiga)
koperasi.

Syarat Pendirian Koperasi :
a. Rapat pembentukan Koperasi
b. Surat permohonan pengesahan



Pengesahan akta pendirian oleh pejabat

Pendaftaran akta pendirian

Pengiriman akta pendirian kepada pendiri

Pengumuman dalam Berita Negara
Setiap akta pendirian yang sudah disahkan itu diumumkan
oleh Pejabat dengan menempatkan dalam Berita Negara. tetapi
pengesahan sebagai badan hukum sejak pengesahan akta
pendirian, bukan sejak diumumkan dalam Berita Negara.

oo oA 0

. Yayasan (Undang-undang RI No. 16 tahun 2001)

Sebelum dimuat pada undang-undang, yayasan hanya
berdasarkan atas kebiasaan dan yurisprudensi Mahkamah
Agung. Yayasan yang ada saat ini merupakan peninggalan
pemerintah Belanda. Di Belanda disebut “Stichting” yang
bersifat sosial dan bertujuan idela

Menurut UUY : Yayasan adalah badan Hukum yang
terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk
mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan dan
kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota

a) Organisasi Yayasan terdiri dari Pembina, Pengurus dan
Pengawas.

b) Yayasan memperoleh status badan hukum setelah akta
pendirian yayasan sebagaimana dimaksud, memperoleh
pengesahan dari menteri.

¢) Pengesahan dimaksud ditujukan oleh pendiri atau kuasanya
dengan mengajukan permohonan tertulis kepada menteri.

d) Pengesahan dimaksud diberikan paling lambat 30 hari,
terhitung sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.

e) Anggaran Dasar Yayasan ‘dapat diubah’ kecuali mengenai
maksud dan tujuan yayasan.

f) Perubahannya hanya dapat dilaksanakan berdasarkan
keputusan rapat ‘Pembina’ .

g) Laporan pengurus yayasan paling lambat 5 bulan setelah
tahun buku ditutup
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Dalam hal diperlukan pertimbangan sebagaimana
dimaksud, pengesahan diberikan atau tidak diberikan dalam
jangka waktu :

a. Paling lambat 14 hari sejak tanggal jawaban permintaan
pertimbangan diterima dari instansi terkait.
b. Setelah lewat 30 hari sejak tanggal jawaban permintaan
pertimbangan kepada instansi terkait tidak diterima.
Pemeriksaan terhadap yayasan perlu segera dilaksanakan
dalam rangka untuk mendapatkan data atau keterangan jika
terdapat dugaan sebagai berikut :

a. Bahwa organ yayasan melakukan perbuatan melawan hukum
atau bertentangan dengan Anggaran Dasar.
b. Lalai dalam melaksanakan tugansya
c. Melakukan perbuatan yang merugikan yayasan atau pihak
ketiga
d. Melakukan perbuatan yang merugikan negara
Pemeriksaan sebagaimana dimaksud di atas hanya dapat
dilakukan berdasarkan Penetapan Pengadilan atas permohonan
tertulis pihak ketiga yang berkepentingan disertai alasan. Namun
Pengadilan dapat menolak atau mengabulkan permohonan
sebagaimana dimaksud di atas. Perbuatan hukum penggabungan
yayasan dapat dilakukan atas usul pengurus kepada pembina.
Penggabungan dimaksudkan adalah penggabungan dengan
yayasan lain atau lebih yang mengakibatkan yayasan yang
menggabungkan diri menjadi bubar.

Penggabungan yayasan hanya dapat dilakukan
berdasarkan keputusan rapat pembina yang dihadiri oleh panitia
sedikit % dari jumlah anggota pembina dan disetujui paling
sedikit oleh % jumlah pembina yang hadir.

Bubarnya yayasan dikarenakan : 1) jangka waktu yang ada
dalam yayasan telah berakhir, 2) tujuan yang ditetapkan dalam
Anggaran Dasar telah tercapai atau tidak tercapai 3) putusan
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
berdasarkan alasan ;



a. Yayasan melanggar ketertiban umum dan kesusilaan

b. Tidak mampu membayar utangnya setelah dinyatakan pailit

c. Harta kekayaan yayasan tidak cukup untuk melunasi
utangnya setelah pernyataan pailit dicabut.

Fenomena ditahun 2009 yang menarik adalah dengan
diundangkannya oleh Pemerintah yaitu undang- Undang
Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan.
Terjadi polarisasi antara tugas pokok dan fungsi yayasan yang
selama ini telah menjamur di negeri ini khususnya yayasan yang
mengelola pendidikan.

Semangat bahwa yayasan merupakan sekumpulan orang
yang ingin mengimplementasikan sebagian dananya untuk
kegiatan sosial kadangkala berbanding terbalik dengan praktek
dilapangan yang justru menjadikan yayasan sebagai alat untuk
memperkaya perseorangan melalui badan usaha yayasan. Disisi
lain semangat penyelamatan atas dunia pendidikan membawa
sebuah desain baru yakni memisahkan secara tegas antara
eksistensi Badan Hukum Pendidikan serta yayasan.

. Perseroan terbatas
Ketentuan Umum :

1) Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan
adalah Badan Hukum yang didirikan

2) Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham
(RUPS), Direksi & Komisaris

3) RUPS adalah organ Rapat Umum Pemegang Saham
(RUPS), Direksi & Komisaris.

4) RUPS adalah organ perseroan yang bertanggung jawab
penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan
tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam
maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan
Anggaran Dasar.
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5) Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan
pengawasan secara umum dan atau khusus serta memberikan
nasehat kepada Direksi dalam menjalankan perseroan.

6) Perseroan Terbuka adalah perseroan yang modal dan jumlah
pemegang sahamnya memenuhi Kkriteria tertentu atau
perseroan yang melakukan penawaran umum, sesuai dengan
peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

7) Menteri adalah menteri Kehakiman Republik Indonesia.
Cara Mendirikan Perseroan terbatas :

1) PT didirikan oleh 2 orang atau lebih dengan akta pendirian
dibuat dimuka Notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia.

2) PT. Memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian
dibuat oleh Notaris, kemudian disahkan oleh Menteri
Kehakiman.

Unsur-unsur dalam Anggaran Dasar (AD) PT (ps. 12, UU No.
1/1995).

1) Nama dan tempat kedudukan perseroan

2) Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan

3) Jangka waktu berdirinya perseroan

4) Besarnya jumlah modal, modal yang ditempatkan dan
modal yang disetor.

5) Jumlah saham, jumlah klasifikasi saham (bila ada), hak-hak
yang melekat pada setiap saham dan nilai nominal pada
setiap saham dan nilai nominal pada setiap saham.

6) Susunan, jumlah dan nama anggota Direksi dan Komisaris

7) Penetapan tempat dan tata cara penetapan RUPS.

8) Tata cara pemilihan, pengangkatan penggantian dan
pemberhentian anggota Direksi dan Komisaris.

9) Tata cara penggunaan laba an pembagian deviden

10) Ketentuan-ketentuan lain menurut UU No. 1/1995.

Wajib Daftar PT dalam Daftar Perusahaan

1) Akta Pendirian beserta surat pengesahan Menteri Kehakiman



2) Akta Perubahan AD beserta surat persetujuan Menteri
kehakiman atau Akta Perubahan AD beserta laporan kepada
menteri Kehakiman.

Selain didaftarkan, PT wajib mengumumkan dalam
Tambahan Berita Acara Negara Republik Indonesia menurut
UUPT. Permohonan pengumuman dilakukan oleh Direksi
dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak
pendaftaran.

Modal Dasar Perseroan

e Modal Dasar perseroan terdiri atas seluruh nilai nominal
saham. Saham dapat dikeluarkan atas nama dan atau atas
tunjuk.

e Saham atas nama adalah saham yang mencantumkan nama
pemegang atau pemiliknya.

e Saham atas tunjuk adalah saham yang tidak mencantumkan
nama pemegang atau pemiliknya.
Besar Modal Dasar PT :
a) Modal Dasar perseroan paling sedikit Rp. 20.000.000,-

b) Modal yang ditempatkan / disanggupi, sekurang-kurangnya
25% dari Modal Dasar

c¢) Modal yang disetor paling sedikit 50% dari Modal yang
ditempatkan.

Saham

Saham dalam bahasa Indonesia disebut Andil. Saham
merupakan benda bergerak dan memberikan hak kepemilikan
kepada pemegangnya (pasal 54 : 1, UUP). Kepemilikan atas saham
sebagai benda bergerak memberikan hak kebendaan kepada
pemegangnya. Hak tersebut dapat dipertahankan terhadap setiap
orang.
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Penyetor atas saham dapat dalam bentuk lain, dengan
penilaian harta ditetapkan oleh ahli yang tidak terikat pada
perseroan. Penyetoran saham dalam bentuk benda tidak bergerak
harus diumumkan dalam 2 surat kabar harian.

Penjelasan tentang nilai nominal saham :

a. Nilai nominal saham harus dicantumkan dalam mata uang
RI
b. Saham tanpa nilai nominal tidak dapat dikeluarkan
c. Saham atas tunjuk hanya dapat dikeluarkan apabila nilai
nominal saham atau nilai yang di perjanjian disetor penuh.
Pemegang saham : berhak mengajukan gugatan terhadap perseroan
ke PN.

Isi gugatan pada dasarnya permohonan untuk :

a. Agar perseroan menghentikan tindakan yang merugikan
tersebut.

b. Perseroan mengambil langkah-langkah tertentu untuk
mengatasi akibat yang sudah timbul

c. Perseroan mengambil langkah-langkah untuk mencegah
tindakan serupa dikemudian hari.

Laporan Tahunan dan Penggunaan Laba

Direksi mengajukan Laporan Tahunan kepada RUPS dalam waktu
5 bulan setelah tahun buku perseroan ditutup. Isi laporan Tahunan
antara lain :

a. Perhitungan Tahunan : Neraca Akhir, Laba Rugi dan
penjelasannya. Dibuat sesuai Standart Akuntansi keuangan
(SAK).

. Neraca Gabungan dan Neraca masing-masing perseroan

Laporan keadaan, jalannya perseroan serta hasil yang dicapai

d. Kegiatan utama perseroan dan perusahaan selama tahun

buku

e. Rincian masalah selama tahun buku yang mempengaruhi

kegiatan perseroan

f. Nama anggota Direksi dan Komisaris

oo
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g. Gaji dan Tunjangan lain untuk Direksi dan Komisaris
Laporan tahunan ditandatangani oleh semua Direksi dan Komisaris

Rapat umum pemegang saham sebagai organ perseroan yang
memiliki kekuatan tertinggi, dapat dilangsungkan apabila dihadiri
oleh pemegang saham yang mewakili lebih %2 bagian dari jumlah
seluruh saham dengan hak suara yang sah, kecuali undang-undang
0. 1/1995 atau Anggaran Dasar menentukan lain.

Direksi dan Komisaris

Direksi dalam PT diatur pada pasal 1 butir 4 jo ps 79 : 1
UUPT, “Kepengurusan perseroan dilakukan oleh Direksi”. Secara
singkat tugas Direksi PT adalah :

a. Wakil PT di dalam dan di luar pengadilan
b. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tujuan PT
c. Wajib membuat Daftar pemegang saham

Perseroan memiliki Komisaris yang berwenang dan
kewajibannya ditetapkan dalam AD (94 : 1 UUPT). Komisaris
bertugas mengawasi kebijaksanaan Direksi dalam menjalankan
perseroan serta memberikan nasihat kepada Direksi (67 UUPT).
Selanjutnya ps 98 UUP menyatakan:

(1) Komisaris wajib dengan itikad baik dan tanggung jawab
menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha persoalan

(2) Atas nama perseroan, pemegang saham mewakili paling
sedikit 1/10 bagian dari jumlah seluruh saham yang sah dapat
mengajukan gugatan ke PN terhadap Komisaris km
kesalahannya atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada
perseroan.

Kapan Bubarnya Perseroan Terbatas ?

a) Keputusan RUPS
b) Jangka waktu berdirinya PT ditetapkan dalam AD sudah
habis

¢) Penetapan pengadilan
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Jika jangka waktu PT sudah habis maka Direksi dapat
mengajukan permohonan ke Menteri Kehakiman RI untuk
memperpanjang jangka waktu berdirinya PT. Jika PT bubar km
tidak diperpanjang waktunya, maka harus membentuk tim likuidasi
untuk membereskan utang-piutangnya. Pengadilan Negeri “Dapat”
membubarkan PT Karena permohonan dari :

a. Kejaksaan berdasarkan alasan yang kuat bahwa PT telah
melanggar kepentingan umum.

b. Seorang pemegang saham atau lebih yang mewakili 10%
bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.

c. Kreditor dengan alasan.

(a) Perseorangan tidak mampu membayar hutangnya
setelah dinyatakan pailit

(b) Harta kekayaan Perseorangan terbatas tidak cukup untuk
melunasi seluruh hutangnya setelah pernyataan pailit
dicabut.

(c) Permohonan pihak yang berkepentingan berdasarkan
adanya alasan adanya cacat hukum dalam pendirian
perseroan.

Dalam hal terjadi penggabungan atau peleburan maka
perseroan yang menggabungkan diri menjadi bubar. Pembubaran
perseroan km penggabungan atau peleburan dapat dilakukan
dengan atau tanpa terlebih dahulu mengadakan likuiditas.
Pembubaran tanpa didahului likuidasi maka :

a. Aktivitas dan pasiva perseroan yang digabungkan beralih km
hukum kepada perseroan saham perseroan hasil
penggabungan, dan

b. Pemegang saham perseroan yang digabungkan menjadi
pemegang saham perseroan hasil penggabungan

Perbuatan Hukum Penggabungan, Peleburan dan Pengambilan
perseroan harus memperhatikan :
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a) Kepentingan perseroan, pemegang saham minoritas dan
karyawan perseroan

b) Kepentingan masyarakat dan persaingan sehat dalam
melakukan usaha.

Pailit

Perseroan dinyatakan Pailit oleh PN atas permohonan
Direksi berdasarkan keputusan RUPS. Apabila hal kepailitan
terjadi atas kesalahan atau kelalaian Direksi maka cara menutup
kerugian perseroan adalah dibebankan kepada Direksi secara
tanggung renteng. Namun bila direksi dapat membuktikan bukan
karena kesalahan atau kelalaiannya, maka Direksi tidak
bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian tersebut.

Sehubungan dengan  kepailitan,  pemerintah  telah
mengeluarkan Perpu No. 1/1998, 22.04.1998 tentang “perubahan
atas UU tentang Kepailitan”. Keberadaan Perpu No. 1/1998
mendorong perwujudan penyelesaian masalah utang piutang secara
cepat, adil, terbuka dan efektif.
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BAB 4

JUAL BELI PERUSAHAAN

A. Prinsip Dasar Jual Beli Perusahaan
Jual beli perusahaan ditandai dengan :

Perbuatan perusahaan

Para pihaknya pengusaha (salah satu/atau keduanya)
Barang yang diperjual belikan biasanya barang dagangan
Memerlukan pengangkutan darat/laut

Disertai syarat-syarat (bedding)

o N O

Definisi KUHPdt Pasal 1457 : jual beli adalah suatu
persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya
untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk
membayar harga yang telah dijanjikan.

KUHPdt Pasal. 613 : "Penyerahan akan piutang-piutang atas
nama dan kebendaan tak bertubuh lainnya dilakukan dengan jalan
membuat sebuah akta otentik atau di bawah tangan dengan mana
hak-hak atas kebenaran itu dilimpahkan kepada orang lain ”. Jadi
penyerahan akan kebendaan tak bergerak dilakukan dengan
pengumuman akta yang bersangkutan.

B. Hak Reklame

Reklame adalah hak yang diberikan kepada penjual untuk
menuntut pengembalian barang jualan yang masih ada di tangan
pembeli (1145 KUH Pdt). Hak ini diberikan kepada pihak penjual
yang mengadakan perjanjian jual beli mengenai barang bergerak
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dan penjual sudah menyerahkan benda itu kepada pembeli, tetapi
pembeli belum atau baru sebagian membayar harga benda itu.

Kewajiban utama penjual ada 2 yaitu :

a) Menyerahkan benda
b) Menjamin keamanan benda dari gugatan pihak ketiga serta

menjamin tidak adanya cacat tersebunyi.
Kewajiban utama pembeli ialah membayar harga benda yang

dibeli (1513 KUHPdt) Dimana Hak Reklame diatur?
a) Hak reklame diluar kepailitan : 1145, 1146, 1146a
b) Hak reklame dalam kepailitan : 230 s.d. 239 KUHD..

Beberapa Pendapat tentang Sifat Hukum Hak Reklame :
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1Y)

2)

3)

4)

Hak reklame adalah suatu upaya pemecahan perjanjian
timbal balik secara sepihak km dengan berhasilnya penjual
melaksanakan hak reklamenya maka pecahlah perjanjian jual
beli yang bersifat timbal balik itu dengan sendirinya.

Menurut : DORHOUTMES.

Pendapat Dorhout Mess ditambah dengan sifat kebendaan
pada Hak reklame. Sehingga penjual dapat meminta kepada
Hakim penyitaan revindikator pada benda yang direklamir itu
dan karenanya hak milik benda tersebut lalu beralih kepada
penjual. Menurut : MOLLENGRAAFF.

Sifat kebendaan tidak melekat pada hak reklame. Karena
ketika penjual menyerahkan kepada pembeli, hak milik atas
benda itu sudah beralih kepada pembali.

Menurut : POLAK.

Hak reklame sebagai upaya khusus yang oleh undang-undang
diberikan kepada penjual untuk mendapatkan kembali hak
milik atas benda bergerak yang karena penyertaan hak milik
itu sudah beralih kepada pembeli.

Menurut : Prof. R. SOEKARDONO, SH.



C. Goodwill

Goodwill adalah salah satu unsur dari urusan perusahaan,
termasuk dalam kelompok benda bergerak tak bertubuh atau benda
yang bersifat immaterial. Goodwill itu baru ada pada perusahaan
yang berkembang baik, sehingga mendapat banyak laba.
Perusahaan yang disebut mempunyai “goodwill” Mr. S.J. Fockema
Andrea.

Good will itu menampakkan dirinya dalam balans sebagai
laba atau keuntungan dan bukan kerugian. Goodwill adalah
pengertian tentang kemajuan perusahaan dan bukan kemunduran
perusahaan. Goodwill dapat digambarkan sebagai “nilai lebih”
(meerwaarde) perusahaan sebagai satu kebulatan hasil kegiatan
usaha, bila dibandingkan dengan jumlah nilai seluruh benda yang
merupakan urusan perusahaan.

Akibat yang dapat ditimbulkan atas “Goodwill” perusahaan
adalah :

a) Laba dalam balans

b) Meningkatkan harga saham di atas harga nominal di bursa
perniagaan

Goodwill merupakan Hak subyektif yang senyawa dengan
urusan perusahaan, jadi tidak dapat dipindah-tangankan secara
tersendiri, terpisah dengan urusan perusahaan. Bila orang mau
menjual goodwill, urusan perusahannya pun harus dijual pula
kepada pembeli yang sama.

Goodwill hanya ada pada perusahaan yang mendapat laba.
Perusahaan yang baru didirikan atau perusahaan yang tidak
mendapat untung atau rugi, maka goodwill tidak ada pada
perusahaan itu.
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D. Penyelesaian Sengketa Alternatif menurut Undang-Undang
No. 30 tahun 1999

Pranata penyelesaian sengketa alternative, termasuk di
dalamnya pranata arbitrase telah diatur dalam suatu peraturan
perundang- undangan tersendiri, yaitu Undang- Undang Nomor 30
Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif penyelesaian
Sengketa. Dalam Undang-Undang tersebut, terdapat 6 macam Tata
Cara Penyelesaian Sengketa di luar pengadilan, yaitu :

a) Konsultasi;

b) Negosiasi;

¢) Mediasi;

d) Konsiliasi;

e) Pemberian pendapat hukum;
f) Arbitrase.

Jika negosiasi melibatkan para pihak yang bersengketa secara
langsung, konsultasi dan pemberian pendapat hukum dapat
dilakukan secara bersama- sama antara para pihak yang bersengketa
dengan pihak yang memberikan konsultasi atau pendapat hukum,
maupun secara sendiri-sendiri oleh masing-masing pihak yang
bersengketa dengan konsultan atau ahli hukumnya sendiri.

Selanjutnya mediasi dan konsiliasi melibatkan pihak ketiga
yang Dberfungsi menghubungkan kedua belah pihak yang
bersengketa, dimana dalam mediasi fungsi pihak ketiga dibatasi
hanya sebagai penyambung lidah, sedangkan dalam konsiliasi,
pihak ketiga terlibat secara aktif dalam memberikan usulan solusi
atas sengketa yang terjadi.

Sedangkan arbitrase merupakan suatu bentuk peradilan
swasta, dengan arbiter sebagai hakim swasta, yang memutus untuk
kepentingan kedua belah pihak yang bersengketa.

1. Konsultasi
Tidak ada suatu rumusan yang diberikan dalam UU No.30

Tahun 1999 mengenai makna maupun arti dari konsultasi.
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Black’s Law Dictionary yang dimaksud dengan konsultasi
(consultation) adalah : act of consulting or conferring; e.g. patient with
doctor, client with lawyer. Deliberation of persons on some subject.

Jadi pada prinsipnya konsultasi merupakan suatu tindakan yang
bersifat personal antara suatu pihak tertentu, yang disebut
dengan klien dengan pihak lain yang merupakan pihak
konsultan, yang memberikan pendapatnya kepada klien tersebut
untuk memenuhi keperluan dan kebutuhan kliennya tersebut.
Dalam konsultasi sebagai suatu bentuk pranata alternative
penyelesaian sengketa, peran konsultan dalam menyelesaikan
perselisihan atau sengketa yang ada tidaklah dominan sama
sekali, konsultan hanyalah memberikan pendapat (hukum),
sebagaimana diminta oleh kliennya, yang untuk selanjutnya
keputusan mengenai penyelesaian sengketa tersebut akan
diambil sendiri oleh para pihak, meskipun adakalanya pihak
konsultan juga diberikan kesempatan untuk merumuskan
bentuk-bentuk penyelesaian sengketa yang dikehendaki oleh
para pihak yang bersengketa tersebut.

. Negosiasi dan Perdamaian

Pasal 6 ayat (2) UU No.30 Tahun 1999, disana dikatakan bahwa
pada dasarnya para pihak dapat dan berhak untuk
menyelesaikan sendiri sengketa yang timbul diantara mereka.
Kesepakatan mengenai penyelesaian tersebut selanjutnya harus
dituangkan dalam bentuk tertulis yang disetujui oleh para pihak.
Rumusan Pasal 6 ayat (2) UU No.30 Tahun 1999 memiliki
makna dan obyektif yang hampir sama dengan Pasal 1851
KUHPdt, hanya saja negosiasi menurut rumusan Pasal 6 ayat (2)
UU No.30 Tahun 1999 adalah : 1) diberikan tenggang waktu
penyelesaian paling lama 14 hari, dan 2) penyelesaian sengketa
tersebut harus dilakukan dalam bentuk pertemuan langsung oleh
dan antara para pihak yang bersengketa.

. Mediasi

Pengaturan mengenai mediasi dapat kita temukan dalam Pasal
6 ayat (3) bahwa mediasi merupakan suatu proses kegiatan
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sebagai kelanjutan dari gagalnya negosiasi yang dilakukan oleh
para pihak. Pengaturan mediasi lebih lanjut dapat ditemukan
dalam Pasal 6 ayat (4) dan Pasal 6 ayat (5) UU No.30 Tahun
1999. Jika kita ikuti ketentuan Pasal 6 ayat (4) UU No.30 Tahun
1999, dapat kita katakana bahwa Undang- Undang
membedakan mediator ke dalam:

1) Mediator yang ditunjuk secara bersama oleh para pihak
(Pasal 6 ayat (3) UU No.30 Tahun 1999; dan

2) Mediator yang ditunjuk oleh lembaga arbitrase atau lembaga
alternative penyelesaian sengketa yang ditunjuk oleh para
pihak (Pasal 6 ayat (4) UU No.30 Tahun 1999).

Meskipun diberikan suatu time-frame yang jelas, kedua ketentuan
tersebut terkesan memperpanjang jangka waktu alternative
penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Tidak ada suatu
kejelasan apakah ketentuan tersebut bersifat memaksa atau dapat
disimpangi oleh para pihak.

Konsiliasi

Perkataan konsiliasi sebagai salah satu lembaga alternative
penyelesaian sengketa dapat kita temukan dalam ketentuan
Pasal 1 angka 10 dan Alinea ke-9 Penjelasan Umum UU No.30
Tahun 1999 tersebut. Dalam Black’s Law Dictionary disebutkan
penjelasan konsiliasi adalah : conciliation is the adjustment and
settlement of a dispute in a friendly, unantagonistic manner used in
courts before trial with a view towards avoiding trial an in labor disputes
before arbitration.

Courts of conciliation is a courts which proposes terms of adjustment, so
as to avoid ligitation.

Berbeda dengan negosiasi, konsiliasi, dari pengertian yang
diberikan dalam Black’s Law Dictionary, merupakan langkah
awal perdamaian sebelum sidang peradilan (ligitasi)
dilaksanakan. Bahkan jika kita melihat pada ketentuan yang
diatur dalam KUHPdt, dengan berasumsi bahwa yang dimaksud
dengan konsiliasi dalam UU No.30 Tahun 1999 adalah identik



dengan perdamaian yang diatur dalam KUHPdt, maka berarti
konsiliasi tidak hanya dapat dilakukan untuk mencegah
dilaksanakannya proses ligitasi, melainkan juga dapat dilakukan
oleh para pihak, dalam setiap tingkat peradilan yang sedang
berlangsung, baik di dalam maupun di luar pengadilan, dengan
pengecualian untuk hal-hal atau sengketa dimana telah diperoleh
suatu putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum
tetap, tidak dapat dilakukan konsiliasi.

. Pendapat Hukum oleh Lembaga Arbitrase

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 juga mengenal istilah
pendapat ahli sebagai bagian dari alternative penyelesaian
sengketa, dan bahwa ternyata arbitrase dalam suatu bentuk
kelembagaan, tidak hanya bertugas untuk menyelesaikan
perbedaan atau perselisihan pendapat maupun sengketa yang
terjadi diantara para pihak dalam suatu perjanjian pokok,
melainkan juga dapat memberikan konsultasi dalam bentuk
opini atau pendapat hukum atas permintaan dari setiap pihak
yang memerlukannya tidak terbatas pada para pihak dalam
perjanjian.

Pemberian opini atau pendapat hukum tersebut dapat
merupakan suatu masukan bagi para pihak dalam menyusun
perjanjian yang akan mengatur hak-hak dan kewajiban para
pihak dalam perjanjian, maupun dalam memberikan penafsiran
ataupun pendapat terhadap salah satu atau lebih ketentuan
dalam perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak untuk
memperjelas pelaksanaannya.

. Arbitrase sebagai Salah satu Bentuk Penyelesaian Sengketa di
Luar Pengadilan.

Pranata arbitrase di Indonesia sebenarnya bukanlah hal baru dan
telah lama sekali dikenal. Salah satu ketentuan yang dianggap
merupakan sumber pokok dapat dilaksanakannya arbitrase
sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999
adalah ketentuan yang diatur dalam Pasal 337 Reglemen
Indonesia yang diperbaharui.
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Berdasarkan definisi yang diberikan dalam Pasal 1 angka 1 UU
No0.30 Tahun 1999, arbitrase adalah cara penyelesaian suatu
sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada
Perjanjian Arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak
yang bersengketa. Ada 3 hal yang dapat dikemukakan dari
definisi yang diberikan dlam UU No.30 Tahun 1999 tersebut :

1) Arbitrase merupakan salah satu bentuk perjanjian;
2) Perjanjian arbitrase harus dibuat dalam bentuk tertulis;

3) Perjanjian arbitrase tersebut merupakan perjanjian untuk
menyelesaikan sengketa yang dilaksanakan di luar pradilan
umum.

Arbitrase sebagai salah satu pranata alternative penyelesaian
sengketa tingkat akhir. Pasal 6 ayat (9) UU No.30 Tahun 1999
dalam hal usaha-usaha alternatif penyelesaian sengketa melalui
konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, pemberian pendapat
hukum yang mengikat maupun perdamaian tidak dapat dicapai,
maka para pihak berdasarkan kesepakatan secara tertulis dapat
mengajukan usaha penyelesaian melalui lembaga arbitrase atau
arbitrase ad-hoc. Ini berarti arbitrase dapat dikatakan merupakan
lembaga alternative penyelesaian sengketa terakhir dan final bagi
para pihak.



BAB 5

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
DAN UNDANG-UNDANG
PENANAMAN MODAL

A. Konsep Dasar CSR

Konsep CSR telah berkembang luas. Tidak hanya dalam
pengertian sempit, seperti kegiatan charity, melainkan telah meluas
berupa tanggung jawab kepada seluruh stakehoder korporasi.
Itupun kini dilengkapi dengan sejumlah alat ukur, seperti ISO, good
corporate governance, standar akuntabilitas sosial, analisis lingkungan
dan sebagainya. Sehingga, seorang CEO dalam mengambbil
keputusan diharuskan menjaga keseimbangan kepentingan
beragam stakeholder (tidak melulu aspek finansial). Dengan
menjalankan peran etik dan sosial ini, diyakini korporasi dapat terus
meningkatkan kinerjanya (profit) juga diterima oleh masyarakat.

Harus diakui, melaksanakan CSR secara optimal tidaklah
mudah. Tolak ukur yang digunakan sangat luas dan beragam.
Karena itu, bagi yang kontra, segera melancarkan kritik. Cakupan
tanggungjawab sosial dianggap sangat luas sehingga kurang fokus
dan dapat mengabaikan tujuan dasar dari korporasi itu sendiri.
Milton Friedman, salah satu tokoh kontra CSR segera berujar,
“tanggung jawab sosial korporasi adalah meningkatkan profit. Bila
profit meningkat, maka penerimaan pajak juga meningkat, dan
negara dapat memaksimalkan peran sosialnya” pendapat ini
mempunyai penganut yang luas di Amerika.
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Dua pendapat yang berseberangan ini sekarang telah menjadi
perbedaan paradigma. Mazhab Eropa getol dengan pengembangan
CSR sedangkan mazhab Amerika, lebih berorientasi profitisasi.
Lalu, dimanakah posisi Indonesia?

Corporate Social Responsibility atau CSR memang sedang
menjadi trend di Indonesia. Banyak orang berbicara tentang CSR
dan semuanya bagus serta perusahaan yang melakukan corporate
social responsibility (CSR) semakin banyak. Namun upaya sosialisasi
harus terus dilakukan agar lebih banyak perusahaan menyadari dan
memahami pentingnya CSR Memang diakui, di satu sisi sektor
industri atau korporasi skala besar telah mampu memberikan
kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, tetapi di sisi
lain eksploitasi sumber-sumber daya alam oleh sektor industri
seringkali menyebabkan terjadinya degradasi lingkungan yang
parah. Karakteristik umum korporasi skala-besar biasanya
beroperasi secara enclave atau terpisah, dan melahirkan apa yang
disebut perspektif dual society, yaitu tumbuhnya dua karakter
ekonomi yang paradoks di dalam satu area. Ekonomi tumbuh
secara modern dan pesat, tetapi masyarakat ekonomi justru berjalan
sangat lambat.

Kehidupan ekonomi masyarakat semakin involutif, disertai
dengan marginalisasi tenaga kerja lokal. Hal ini terjadi karena basis
teknologi tinggi menuntut industri lebih banyak menyedot tenaga
kerja terampil dari luar masyarakat setempat sehingga tenaga-
tenaga kerja lokal yang umumnya berketerampilan rendah menjadi
terbuang. Keterpisahan (enclavism) inilah yang kemudian
menyebabkan hubungan industri dengan masyarakat menjadi tidak
harmonis dan diwarnai berbagai konflik. CSR sebenarnya lebih
berorientasi pada masyarakat dan bisnis. Apakah itu sektor bisnis
swasta yang didasarkan pada kepemilikan pribadi yang melulu
mengejar profit atau dapat juga diberi tanggung jawab pada atas hak
masyarakat umum, mengingat pengaruh bisnis ini begitu besar.

Bisnis sendiri selalu berplatform pada tujuan menumpuk
keuntungan dan kekayaan. tanggung jawab sosial yang dibebankan
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pada sektor bisnis akan mengurangi pencapaian tujuan
penumpukan profit. Setelah teruji selama beberapa dekade, terlihat
bahwa terjadi malfungsi bisnis dan kegagalan mekanisme pasar.
Sistem ekonomi yang lebih mengarah pada pendekatan kapitalis
maupun sosialis ternyata tidak mampu mencapai alokasi faktor
produksi secara efisien, artinya mekanisme pasar ini tidak mampu
memberikan kesejahteraan sosial yang optimal.

CSR dapat diartikan sebagai komitmen industri untuk
mempertanggung-jawabkan dampak operasi dalam dimensi sosial,
ekonomi, dan lingkungan serta menjaga agar dampak tersebut
menyumbang manfaat kepada masyarakat dan lingkunganya.
Melaksanakan CSR secara konsisten dalam jangka panjang akan
menumbuhkan rasa keberterimaan masyarakat terhadap kehadiran
perusahaan. Kecenderungan akhir-akhir ini di Indonesia banyak
korporasi industri telah menjalankan prinsip-prinsip CSR dalam
tataran praktis, yaitu sebagai pengkaitan antara pengambilan
keputusan dengan nilai etika, kaidah hukum serta menghargai
manusia, masyarakat dan lingkungan.

Konsep Corporate Social Responsibility (CSR) telah berkembang
luas. Tidak hanya dalam pengertian sempit, seperti kegiatan charity,
melainkan telah meluas berupa tanggung jawab kepada seluruh
stakeholder korporasi. Itupun kini dilengkapi dengan sejumlah alat
ukur, seperti ISO, good corporate governance, standar akuntabilitas
social, analisis lingkungan dan sebagainya. Sehingga, seorang CEO
dalam mengambil keputusan diharuskan menjaga keseimbangan
kepentingan beragam stakeholder (tidak melalui aspek financial).
Dengan menjalankan peran etik dan social ini, diyakini korporasi
dapat terus meningkatkan kinerjanya (profit) juga diterima oleh
masyarakat.

Harus diakui, melaksanakan CSR secara optimal tidaklah
mudah. Tolak ukur yang digunakan sangat luas dan beragam.
Karena itu, bagi yang kontra, segera melancarkan kritik. Cakupan
tanggung jawab social dianggap sangat luas sehingga kurang focus
dan dapat mengabaikan tujuan dasar dari korporasi itu sendiri.
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Milton Friedman, salah satu tokoh kontra CSR segera berujar,
“tanggung jawab sosial korporasi adalah meningkatkan profit. Bila
profit meningkat, maka penerimaan pajak juga meningkat, dan
Negara dapat memaksimalkan peran sosialnya” Pendapat ini
mempunyai penganut yang luas di Amerika.

Dua pendapat yang berseberangan ini sekarang telah menjadi
perbedaan paradigma. Mazhab Eropa getol dengan pengembangan
CSR sedangkan mazhab Amerika, lebih berorientasi profitisasi.
Lalu, dimanakah posisi Indonesia ?

B. Berbagi Peran dan Beban

Praktek korporasi di Indonesia tampaknya tidak menganut
kedua pandangan itu secara ekstrem. Masalah tanggungjawab
social dilaksanakan secara berbarengan antara Negara dan
korporasi. Disamping itu, Negara juga memberi regulasi pentingnya
korporasi melaksanakan sejumlah kewajiban yang dapat
dikategorikan sebagai “tanggungjawab social”, seperti kewajiban
melaksanakan Amdal, membangun fasilitas social dan fasilitas
umum, bina lingkungan, bantuan pendidikan serta kewajiban
lainnya.

Sederetan tanggungjawab tersebut memperlihatkan Negara
mendorong dengan kuat agar korporasi mengoptimalkan
kemanfaatan social ekonominya atas operasinya di Indonesia. Tapi,
korporasi tidak sendirian. Pemerintah juga terjun langsung dalam
masalah social ini, dan dapat saling berbagi peran dan beban. Itu
diwujudkan misalnya dalam program kemitraan, pembinaan usaha,
dan lainnya. Pendeknya, Negara dan korporasi berjalan bersama
dalam mengemban misi social.

Sebaliknya bila korporasi mendatangkan dampak negative,
maka Negara tidak akan membiarkan korporasi menanggung
sendirian seluruh beban. Dalam tingkat tertentu, Negara pasti
terlibat. Contoh paling mutakhir adalah bencana Lumpur Lapindo.
Disana, tidak hanya korporasi yang menanggung beban, melainkan
terdapat keterlibatan Negara.
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Pendekatan berbagi peran dan beban ini, sangat penting
dikembangkan dalam konteks Indonesia. Hal ini karena, apabila
korporasi dibiarkan menjalankan misi social sendirian, niscaya
korporasi tidak akan mau masuk wilayah-wilayah yang masih
tertinggal, ataupun wilayah yang high risk, serta minim
infrastruktur. Mereka hanya akan berkonsentrasi pada wilayah-
wilayah yang sudah matang dan tersedia infrastrukturnya. Apabila
terjadi, maka kita pada dasarnya melestarikan ketimpangan antar
daerah.

Alasan lain pentingnya berbagi peran dan beban adalah
ketidakmampuan Negara saat ini dalam menyediakan sarana social
yang memadai, terutama di daerah terpencil. Tidak hanya bagi
masyarakat didaerah tertinggal, juga kepada kalangan investor.
Untuk mempercepat kemajuan daerah tertinggal, maka sejumlah
korporasi yang beroperasi disana, dianjurkan untuk menyediakan
sarana social dan umum. Misalnya perusahaan pertambangan
disarankan membuat sarana jalan dan fasilitas social. Suatu sarana
yang seharusnya menjadi tanggung jawab Negara. Dengan
dibangunnya sarana ini oleh perusahaan, yang mendapat manfaat
tidak hanya perusahaan melainkan masyarakat sekitarnya.

Dalam menjalankan misi social korporasi, seharusnya tidak
perlu dibebani dengan beban non-sosial secara berlebihan. Misalnya
membungkus kegiatan pemasaran dengan misi social. Tentu saja
pendekatan ini diperbolehkan. Tapi bila misi non-sosialnya terlalu
menonjol, maka misi sosialnya akan kehilangan makna yang kuat.
Sehingga, yang dibutuhkan adalah ketulusan korporasi dalam
menjalankan misi social.

Dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka
implementasi CSR di Indonesia seharusnya tetap mengedepankan
prinsip berbagi peran dan beban. Dengan pendekatan ini, tidak
hanya korporasi mendapatkan benefit social, melainkan pula dapat
mendorong percepatan kemajuan daerah.
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C.

CSR dalam UU Penanaman Modal

Perspektif berbagi peran dan beban ini tampaknya menjadi

semangat dalam UU Penanaman Modal. Secara umum, ada dua
tanggung jawab yang harus dilaksanakan investor, yaitu :

1) Tanggung Jawab Sosial

Apabila yang dimaksud dengan “tanggung jawab social
perusahaan” adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap
perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan
hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan,
nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat. Tanggung jawab
seperti ini, secara eksplisit diwajibkan, sebagaimana bunyi pasal
15, “Setiap penanam modal berkewajiban :

a. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
b. melaksanakan tanggungjawab social perusahaan;”
Tanggungjawab social mencakup pula kewajiban

memberikan penghormatan atas tradisi budaya masyarakat,
sebagai bagian integral dari tanggungjawab social perusahaan.
Pasal 15, huruf d menyebutkan penanam modal diwajibkan
untuk “menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan
usaha penanaman modal”

Aspek lain dari tanggungjawab social yang ditekankan UU
adalah untuk :

a. Menjaga kelestarian lingkungan hidup (pasal 15, hrf d)

b. Menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan
kesejahteraan pekerja, keselamatan dan kesejahteraan
pekerja (pasal 15, huruf e)

2) Dorongan untuk memajukan Sektor dan daerah Tertinggal
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Dorongan untuk memajukan sector-sektor yang tertinggal
atau daerah terpencil menjadi tekanan penting. Undang-undang
mewujudkan itu dalam bentuk pemberian insentif fiscal maupun
non-fiskal. Adapun aspek-aspek yang mendapat tekanan adalah
(pasal 18 ayat 3):



a) menyerap banyak tenaga kerja;

b) termasuk skala prioritas tertinggi;

¢) termasuk pembangunan infrastruktur;

d) melakukan alih teknologi;

e) melakukan industri pionir;

f) berada didaerah terpencil, daerah tertinggal, daerah
perbatasan, atau daerah lain yang dianggap perlu;

g) menjaga kelestarian lingkungan hidup;

h) melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan
inovasi;

1) bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah atau
koperasi; atau

j) industri yang menggunakan barang modal atau mesin atau
peralatan yang diproduksi di dalam negeri.

Apabila melihat poin-poin ini, terlihat jelas, CSR pada
akhirnya tidak hanya bermakna social melainkan pula
berdimensi pemerataan. Dengan kata lain, UU Penanaman
Modal tidak hanya meletakkan CSR secara sempit yaitu
kewajiban yang melekat secara inheren pada korporasi,
melainkan pula memberi bobot lain yaitu pentingnya dampak
social ekonomi (multiplier effect) kehadiran suatu korporasi serta
doronganuntuk melaksanakan misi social ekonomi lain yang
semestinya menjadi tanggungjawab Negara. Dengan kata lain,
prinsip berbagi peran dan beban, menjadi nafas utama
perumusan UU Penanaman Modal.

D. Perbankan

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari

masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada
masyarakat dalam bentuk-bentuk lainnya dalam rangka
meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Segala sesuatu yang
menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan

usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan
usahanya merupakan arti dari Perbankan.
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Dasar hukum perbankan telah berkembang dan mengalami
pembaharuan sebagai berikut :
a. Undang-undang Pokok Pebankan No. 14 Tahun 1967.
b. Undang-undang Perbankan No. 7 tahun 1992.
c. Undang-undang Perbankan No. 10 tahun 1998.

Menurut jenisnya, Bank terdiri dari 1) Bank Umum, dan 2)
Bank Perkreditan Rakyat. Bank Umum adalah bank yang
melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau
berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya membeirkan
jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank Perkreditan Rakyat dalam
kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Pembayaran berdasarkan Prinsip Syariah :

Bank Indonesia menetapkan ketentuan batas maksimum
pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip
Syariah, pemberian jaminan, penempatan investasi surat
berharga atau hal lain yang serupa, yang dapat dilakukan oleh
bank peminjam atau sekelompok peminjam yang terkait,
termasuk kepada perusahaan-perusahaan dalam kelompok
yang sama dengan bank yang bersangkutan.

Ketentuan di atas dapat dilakukan oleh bank kepada :

a. Pemegang saham yang memiliki 10% atau lebih dari modal
disetor bank;

b. Anggota dewan komisaris;

Anggota direksi;

d. Keluarga dari pihak sebagia mana dimaksud dalam huruf: a,
b, c

e. Pejabat bank lainnya;

f. Perusahaan-perusahaan yang di dalamnya terdapat
kepentingan dari pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam
huruf:a, b, c, d, e.

Bentuk hukum suatu Bank Umum (UU No. 10/1998)
a) Perseroan terbatas,
b) Koperasi atau
¢) Perusahaan daerah

0
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Bentuk hukum suatu Bank Umum (UU No. 7/1992) :
a) Perseroan daerah
b) Koperasi
¢) Perseroan Terbatas
d) Bentuk lain yang ditetapkan oleh pemerintah

Atas Perbankan Indonesia :
Demokrasi Ekonomi yang menggunakan prinsip kehati-
hatian.

Fungsi utama Perbankan Indonesia :
Penghimpunan dana an penyalur dana masyarakat

Tujuan Perbankan Indonesia

Menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam
rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi,
dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan
rakyat banyak.

Badan Khusus Penyehatan Perbankan (UU No. 60 Th, 1998)

Apabila menurut Bank Indonesia (BI) terjadi kesulitan
perankan yang membahayakan perekonomian nasional,
atas permintaan BI, Pemerintah setelah berkonsultasi
kepada DPR RI dapat membentuk badan khusus yang
bersifat sementara dalam rangka penyerahan perbankan.

Badan khusus dimaksud, melakukan program penyehatan
terhadap bank-bank yang ditetapkan dan diserahkan oleh BI
kepada badan tersebut.

Untuk kepentingan Perpajakan, Peradilan Perkara Pidana,
Pimpinan BI atas nama Menteri Keuangan dapat
memberikan ijin tertulis kepada pejabat pajak, polisi, jaksa,
atau hakim dimaksud; untuk memperoleh keterangan dari
bank mengenai simpanan nasabah tertentu, tersangka atau
tedakwa, pada bank.
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Contoh Kegiatan Bank Umum :

a.

Menghimpun dana dari masyarakat (Funding) dalam bentuk :

1) Simpanan Giro (Demand Deposit)

2) Simpanan Tabungan (Safe Deposit)

3) Simpanan Deposito (Time Deposit)

Menyalurkan dana ke masyarakat (Leading) dalam bentuk :

1) Kredit investasi

2) Kredit modal kerja

3) Kredit perdagangan

Memberikan jasa-jasa bank lainnya (service) seperti : Transfer,
Bank Garansi, Inkaso (Collection), Refrensi Bank, Kliring, Bank
Draft, Safe Deposit Box, L/C, Bank Card, Cek Wisata
(Travellers Cheque), Bank Notes (Valas), Jual beli surat-surat
berharga dan lain-lain.

Contoh Kegiatan BPR :

a.

Menghimpun dana dari masyarakat (Funding) dalam bentuk :
1) Simpanan Tabungan (Safe Deposit)
2) Simpanan Deposito (Time Deposit)

. Menyalurkan dana ke masyarakat (Leading) dalam bentuk :

1) Kredit investasi

2) Kredit modal kerja

3) Kredit perdagangan

Larangan-larangan bagi BPR sebagai berikut :
1) Menerima simpanan Giro

2) Mengikuti kliring

3) Melakuan kegiatan Valuta Asing

4) Melakukan kegiatan perasuransian

Sanksi Perbankan

Ps. 46 UUP : barang siapa menghimpun dari masyarakat
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penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan
paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda
sekurang-kurangnya sepuluh miliar rupiah dan
paling banyak dua ratus miliar rupiah.

Ps. 47 UUP : barang siapa tanpa membawa perintah tertulis
atau 1ijin dari Pimpinan Bank Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam pasal 41, 41A dan
42, dengan sengaja memaksa bank atau Pihak
Terafiliasi untuk memberikan keterangan
sebagaimana dimaksud dalam pasal 40, ancaman
dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2
tahun dan paling lama 4 tahun serta denda
sekurang-kurangnya sepuluh miliar rupiah dan
paling banyak dua ratus miliar rupiah.

Ps. 40 UUP . anggota Dewan Komisaris, Direksi, Pegawai
Bank atau Pihak terafiliasi lainnya yang dengan
sengaja memberikan keterangan yang wajib
dirahasiakan menurut pasal 40 diancam dengan
pidana penjara sekurang-kurangnya 2 tahun dan
paling lama 4 tahun serta denda sekurang-
kurangnya empat miliar rupiah dan paling
banyak delapan miliar rupiah.

Anggota Dewan Komisaris, Direksi, Pegawai bank yang dengan
sengaja tidak memberikan keterangan mengenai simpanan nasabah
Penyimpan untuk keperluan perpajakan, kepolisian, kejaksaan atau
pengadilan (42A dan 44A) --- min 2 tahun, mak 7 tahun serta min 4
miliar, mak 15 miliar.

Jika dengan sengaja meminta atau menyetujui untuk menerima
imbalan, komisi, uang tambahan misalnya dalam mendapatkan
fasilitas kredit --- ps. 49 min. 3 th, mak 8 th serta min 5., mak 100
miliar.

Sanksi administrasi dari BI kepada bank yang tidak memenubhi
kewajibannya “

51



o a0 o

)

Denda uang

Teguran tertulis

Penurunan tingkat kesehatan bank

Larangan untuk turut serta dalam kegiatan kliring
Pembekuan kegiatan usaha tertentu baik di kantor cabang
tertentu maupun untuk bank keseluruhan

Pemberhentian pengurus bank dan selanjutnya menuju dan
mengangkat pengganti sementara sampai RUPS atau RA
Koperasi mengangkat pengganti yang tetap dengan
persetujuan BI.

Pencantuman anggota pengurus, pegawai bank, pemegang
saham dalam daftar orang tercela di bidang perbankan.

E. CaraPendirian Bank Umum atau BPR

Bagi perbankan sebelum melakukan kegiatannya harus

memperoleh ijin dari BI. Bank Indonesia akan mempelajari
permohonan pendirian cabang baru dimaksud dengan disesuaikan
persyaratan yang berlaku. Persyaratan yang wajib dipenuhi sesuai
UU No. 10/1998 sekurang-kurangnya adalah ;

a) Susunan organisasi dan kepengurusan

b) Permodalan

¢) Keahlian di bidang perbankan
d) Kelayakan rencana kerja

Bank milik Pemerintah Pusat : BNI, BRI, BTN
Bank milik Pemerintah Daerah : BPD DKI, BPD Jawa Barat,

BPD Jawa Timur dll.

Bank milik Swasta Nasional : Bank Muamalat, BCA, Bank

Danamon, Bank Duta, Bank
Lippo

Bank milik Koperasi : Bank Umum Koperasi Indonesia
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Bank milik Asing di Indonesia : ABN AMRO Bank, City Bank,
Bank of Tokyo, Bankok Bank

Bank Campuran : Sumitomo Niaga Bank, Ing
Bank, Paribas BBD Indonesia,
Bank Merincirn.

e Bank Umum dari Sisi Kemampuan Melayanai Masyarakat :
Bank Devisa dan Non Devisa

e Bank Umum dari Sisi Cara Menentukan Harga : Bank prinsip
Konvensional dan Prinsip Syariah.

SISTEM INFORMASI BANK

Bank
Informasi Kredit

Pasar Uang

F. Bank Indonesia

Keberadaan Bank Indonesia dilandasi dengan Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 yang disahkan
tanggal 17 Mei 1999. Bank Indonesia adalah lembaga negara yang
independen. Maksudnya adalah keberadaan Bank Indonesia
menurut Undang- Undang adalah lembaga yang bebas dari campur
tangan pemerintah atau dari pihak- pihak lainnya, kecuali untuk
hal- hal yang secara tegas diatur dalam undang- undang.

Menurut Undang- Undang Nomor 23 Tahun 1999 Bank
Indonesia merupakan Badan Hukum dan sebagai bank sentral
Republik Indonesia dengan berkedudukan di Ibukota negara
republik Indonesia. Namun Bank Indoensia mempunyai kantor-
kantor di dalam dan di luar wilayah negara Republik Indonesia.
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Tujuan Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara
kestabilan nilai rupiah. Bank Indonesia mempunyai tugas sebagai
berikut :

a. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter
b. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran
c. Mengatur dan mengawasi Bank
Pihak lain dilarang melakukan segala bentuk campur tangan
terhadap pelaksanaan tugas Bank Indonesia. Bank Indonesia wajib
menolak dan atau mengabaikan segala bentuk campur tangan dari
mana pun dalam rangka pelaksanaan tugasnya.

Terkait dengan kebijakan moneter, Bank Indonesia
berwenang :

a. Menetapkan sasaran- sasaran moneter dengan
memperhatikan sasaran laju inflasi yang ditetapkannya.

b. Melakukan pengendalian moneter dengan memperhatikan
cara-cara yang termasuk tetapi tidak terbatas pada :
1) Operasi pasar terbuka di pasar uang baik rupiah maupun

valuta asing.

2) Penetapan tingkat diskonto
3) Penetapan cadangan wajib minimum
4) Pengaturan kredit atau pembiayaan.

Cara- cara pengendalian moneter sebagaimana dimaksud,
dapat dilaksanakan juga berdasar Prinsip Syari’ah yang
ketentuannya diatur dengan peraturan Bank Indonesia.
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UU 771992

PERBANKAN
vu10/98 | Y
10 NOPEMBER 98
BENTUK HUKUM
PT
Bank Umum KOPERASI
@ \ PD
KOPERASI
PD
KOPERASI
BPR PT
BENTUK LAIN
SEGI TENTUKAN HARGA

€ Prinsip Konvensional

1. Bunga sebagai harga “ spread base
2. Prosentase biaya tertentu “ Fee Based”
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€ Prinsip Syari’ah

1. Mudharabah pembagian hasil
2. Musharakah\murabahah penyertaan modal
3. Jjarah Jual beli u/ untung
4. Uraha wa igtina Sewa murni dg. Pilihan

¥ BUKAN : Utang, relasi, rahasia perusahaan

Izin Bank

& Susunan organisasi / Kepegawaian

€ Permodalan

£ Kepemilikan

¥ Keahlian dibidang Perbankan

¥ Kelayakan Rencana Kerja

Aspek yang dinilai adalah :

a) Permodalan

b) Kaualitas aset

¢) Kualitas Manajemen
d) Likuiditas

“Kamus kecil Perbankan”

1.
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Simpanan : dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada
bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk
giro, deposito, tabungan atau benuk lainnya yang
dipersamakan.

Deposito : simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan
pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah
penyimpanan dengan bank.

Giro : simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat
dengan menggunakan cek, BC, sarana pemerintahan
pembayaran lainnya atau dengan pemindahbukuan.



10.

11.

12.

G.

Sertifikat Deposito : simpanan dalam bentuk deposito yang
sertifikat bukti penyimpananya dapat dipindahtangankan.

Surat beharga : surat pengakuan utang, wesel, saham obligasi,
sekuritas kredit, atau setiap derivatifnya atau kepentingan lain
atau suatu kewajiban dari penerbit, dalam bentuk yang lazim
diperdagangkan dalam pasar modal.

Kredit : penyediaan uang atau tagihan yang dapat
dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau
kesepakatan pinjam meminjam anara bank dengan pihak lain
yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya
setelah jangka waktu dengan pemberian bunga.

Merger : penggabungan dari 2 bank atau lebih dengan cara
mendirikan bank dan membubarkan bank-bank tersebut dengan
atau tanpa menlikuidasi.

Konsolidasi : penggabungan dari 2 bank atau lebih dengan cara
mendirikan bank atau membubarkan bank-bank tersebut
dengan atau tanpa menlikuidasi.

Akuisisi : pengambilalihan kepemilikan suatu bank

Rahasia Bank : segala sesuatu yang berhubungan dengan
keterangan mengenai nasabah penyimpanan dan simpanannya

Agunan : jaminan tambahan yang diserahkan Nasabah Debitur
kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau
pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.

Wali Amanat : kegiatan usaha yang dapat dilakukan olah Bank
Umum untuk mewakili kepentingan pemegang surat berharga
berdasarkan perjanjian antar Bank Umum dengan Emiten surat
berharga.

CSR DI INDONESIA

Diantara negara-negara di Asia, penetrasi aktivitas CSR di

Indonesia masih tergolong rendah. Pada tahun 2005 baru ada 27

57



perusahaan yang memberikan laporan mengenai aktivitas CSR
yang dilaksanakannya.

Ikatan Akuntan Indonesia Kompartemen Akuntan
Manajemen sejak tahun 2005 mengadakan Indonesia Sustainability
Reporting Award (ISRA) . Secara umum ISRA bertujuan untuk
mempromosikan voluntary reporting CSR kepada perusahaan
di Indonesia dengan memberikan penghargaan kepada perusahaan
yang membuat laporan terbaik mengenai aktivitas CSR. Kategori
penghargaan yang diberikan adalah Best Social and Environmental
Report Award, Best Social Reporting Award, Best Environmental
Reporting Award, dan Best Website.

Pada 2006 kategori penghargaan ditambah menjadi Best
Sustainability Reports Award, Best Social and Environmental Report
Award, Best Social Reporting Award, Best Website, Impressive
Sustainability Report Award, Progressive Social Responsibility Award,
dan Impressive Website Award. Pada 2007 kategori diubah dengan
menghilangkan kategori impressive dan progressive dan menambah
penghargaan khusus berupa Commendation for Sustainability
Reporting: First Time Sutainability Report. Sampai dengan ISRA 2007
perusahaan tambang, otomotif dan BUMN mendominasi
keikutsertaan dalam ISRA.

Dalam hal kebijakan pemerintah, perhatian pemerintah
terhadap CSR tertuang dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas
(UU Nomor 40 Tahun 2007) Bab V Pasal 74. Walaupun hanya
mewajibkan pelaksanaan aktivitas CSR untuk perusahaan di bidang
pertambangan, Undang-Undang tersebut menimbulkan kontrovesi
dikarenakan kebijakan mewajibkan aktivitas CSR bukan
merupakan kebijakan umum yang dilakukan di negara-negara lain.
Kontrovesi juga timbul dari adanya kekhawatiran munculnya
peraturan pelaksanaan yang memberatkan para pengusaha.

Apa arti CSR atau Corporate Social Responsbility? Banyak
definisi yang menjelaskan makna CSR. Bagaimanapun, makna
CSR terus berubah seiring berjalannya waktu (Melling and Jensen
2002). Ketika sebuah keluarga atau pemilik usaha menjalankan
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bisnis, Program CSR dihubungkan dengan charity — sumbangan
atau kedermawanan — philanthropy corporate. Menurut (CSR:
Meeting Changing Expectations, 1999). CSR adalah komitmen
yang berkesinambungan dari kalangan bisnis, untuk berperilaku
secara etis dan memberi kontribusi bagi perkembangan ekonomi,
seraya meningkatkan kualitas kehidupan dari karyawan dan
keluarganya, serta komunitas lokal dan masyarakat luas pada
umumnya.

Tanggung jawab sosial perusahaan adalah tanggung
jawabnya terhadap masyarakat di luar tanggung jawab ekonomis.
Jika kita berbicara tentang tanggung jawab sosial perusahaan,
maksudnya adlah kegiatan-kegiatan yang dilakukan perusahaan
demi suatu tujuan sosial dengan tidak memeperhitungkan untung
atau rugi ekonomis. Hal itu bisa terjadi dengan dua cara yaitu cara
positif dan negatif.

Secara positif, perusahaan bisa melakukan kegiatan yang
tidak membawakeuntungan ekonomis dan semata-mata
dilangsungkan demi kesejahteraan masyarakat atau salah satu
kelompok di dalamnya. Contohnya menyelenggarakan pelatihan
keterampilan untuk penganggur. Kegiatan seperti itu hanya
mengeluarkan dana dan tidak mendapat sesuatu kembali.
Tujuannya semata-mata sosial dan sama sekali tidak ada maksud
ekonomi. Secara negatif, perusahaan bisa menahan diri untuk tidak
melakukan  kegiatan-kegiatan tertentu, yang sebenarnya
menguntungkan dari segi bisnis tetapi akan merugikan masyarakat
atau sebagian masyarakat. Kegiatan-kegiatan itu bisa membawa
keuntungan ekonomis tapi perusahaan mempunyai alasan untuk
tidak melakukannya. Jika kita membedakan tanggung jawab sosial
dalam arti positif dan dalam arti negatif, langsung menjadi jelas
konsekuensinya dalam rangka etika. Bisnis memikul tanggung
jawab dalam arti negatif karena tidak boleh melakukan kegiatan
yang merugikan masyarakat.

Tanggung jawab sosial perusahaan adalah tanggung jawab
moral perusahaan terhadap masyarakat. Hal itu bisa diarahkan
pada dirinya sendiri, para karyawan, perusahaan lain, dan
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seterusnya. Tanggung jawab sosial merupakan tanggung jawab
moral terhadap masyarakat dimana perusahaan menjalankan
kegiatannya, baik pada masyarakat dalam arti sempit seperti
lingkungan di sekitar sebuah pabrik atau masyarakat luas.

Terdapat sebuah pandangan tentang tanggung jawab sosial
yang dikemukakan oleh Milton Friedman(1912), seorang Profesor
dari Universitas Chicago dan pemenang hadiah Nobel bagian
ekonomi tahun 1976. Beliau merumuskan pandangannya tentang
tanggung jawab sosial perusahaan dalam bukunya, Capitalism and
freedom (1962) serta tulisan kecilnya yang dimuat dalam New York
Times Magazine, 13 September 1970, dengan judul The social
responsibility of business is to increase its profit. Maksudnya, satu-
satunya tanggung jawab perusahaan adalah meningkatkan
keuntungan sampai menjadi sebesar mungkin. Tanggung jawab ini
diletakan dalam tangan para manajer.

Pelaksanaannnya harus sesuai dengan aturan-aturan main
yang berlaku dalam masyarakat, baik dari segi hukum maupun dari
segi kebiasaan etis. Dalam masyarakat bebas “terdapat satu dan
hanya satu tanggung jawab sosial untuk bisnis, yakni
memanfaatkan sumber dayanya dan melibatkan diri dalam
kegiatan-kegiatan yang bertujuan meningkatkan keuntungannya,
selama hal itu sebatas aturan-aturan main, artinya, melibatkan diri
dalam kompetisi yang terbuka dan bebas tanpa penipu atau
kecurangan.

Sekarang, seiring dengan makin kompleksnya kepemilikan
sebuah usaha, Konsep CSR menjadi meluas maknanya, salah
satunya adalah “Niat baik dan Komitmen dari perusahaan untuk
memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas hidup
masyarakat, keberlanjutan pengembangan masyarakat, ekonomi
lokal sehingga memberikan kontribusi juga terhadap keberlanjutan
perusahaan. Kegiatan tersebut dilakukan bekerjasama antara
perusahaan dengan karyawan, keluarga mereka, komunitas lokal
(masyarakat), dan lingkungan secara luas dalam” ( Nurdizal M.
Rachman-2005) Kegiatan tersebut harus dimulai dengan
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membangun hubungan yang harmonis antara perusahaan dan
lingkungannya dalam arti yang luas.

Dengan pengertian di atas Isu-isu tentang konsep CSR,
pengembangan model CSR (CSR Models) mengalami pergeseran
dari perspektif shareholder ke perspektif stakeholder, artinya
kehadiran perusahaan harus dilihat dari dan untuk mereka yang
memiliki kepentingan terhadap perusahaan, dalam hal ini tidak
hanya pemilik bisnis saja akan tetapi diperluas dalam kelompok
yang lebih lebar. Namun demikian tentunya tingkat kepentingan
setiap stakeholder akan berbeda, mulai dari karyawan, pembeli,
pemilik, pemasok, dan komunitas lokal, organisasi nirlaba, aktivis,
pemerintah, sampai dengan media yang secara tidak langsung
berhubungan dengan perusahaan.

Penting dipahami oleh semua pihak yang terlibat dalam CSR
bahwa CSR bukan usaha sekedar mendapatkan ijin sosial dari
masyarakat untuk mengamankan operasional perusahaan atau
untuk mengurangi kerugian lingkungan dari aktivitas usahanya,
tetapi lebih jauh CSR adalah “ Upaya untuk meningkatkan kualitas
hidup dari stakeholder (sesuai dengan perioritasnya) dengan kata
lain meningkatkan mutu hidup bersama, maju bersama seluruh
stakeholder. Dengan demikian, peduli terhadap akibat sosial,
mengatasi kerugian lingkungan sebagai akibat dari aktivitas usaha,
ijin sosial dari masyarakat menjadi bagian kecil dari usaha untuk
meningkatkan kualitas hidup bersama.

Apa konsep maju bersama tersebut, bagaimana hal tersebut
biasa dicapai? bagaimana implementasinya ?. Stakeholder yang
dirumuskan di atas seperti karyawan, pembeli, pemilik, pemasok,
dan komunitas lokal, organisasi nirlaba, aktivis, pemerintah, dan
media pada dasarnya mempunyai tujuan yang sama yakni
kemakmuran. Pembangunan untuk mencapai kemakmuran
dihadapkan pada pilihan-pilihan yang semakin kompleks dan sulit,
sehingga dibutuhkan konsensus di antara pelaku.

Banyak cara, banyak program dan strategi untuk mencapai
kemakmuran tetapi satu kata kunci yang sangat penting adalah
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kolaborasi. Kolaborasi yang dimulai dari tahap perencanaan,
Perencanaan yang komprehensif sebaiknya memuat kaitan yang
erat antara pembangunan kapasitas SDM (Pendidikan dan
Kesehatan), bantuan infrastruktur dengan pengembangan ekonomi
lokal, dengan pengertian tidak membuat sekat yang tebal antara
pengembangan  masyarakat, = penguatan ekonomi  dan
pengembangan infrastuktur sehingga selain arah penerapan CSR
lebih jelas hasilnya pun untuk stakeholder bisa optimal.

Perusahaan tidak hanya mempunyai kewajiban-kewajiban
ekonomis dan legal (artinya kepada pemegang saham atau
shareholder) tapi juga kewajiban-kewajiban terhadap pihak-pihak
lain yang berkepentingan (stakeholders) yang jangkauannya
melebihi kewajiban-kewajiban di atas.

Pemikiran yang mendasari CSR (corporate social responsibility)
yang sering dianggap inti dari Etika Bisnis adalah bahwa
perusahaan tidak hanya mempunyai kewajiban-kewajiban
ekonomis dan legal(artinya kepada pemegang saham atau
shareholder) tapi juga kewajiban-kewajiban terhadap pihak-pihak
lain yang berkepentingan (stakeholders) yang jangkauannya
melebihi kewajiban-kewajiban di atas. Beberapa hal yang termasuk
dalam CSR ini antara lain adalah tatalaksana perusahaan (corporate
governance) yang sekarang sedang marak di Indonesia, kesadaran
perusahaan akan lingkungan, kondisi tempat kerja dan standar bagi
karyawan, hubungan perusahaan-masyarakat, investasi sosial
perusahaan (corporate philantrophy).

Ada berbagai penafsiran tentang CSR dalam kaitan aktivitas
atau perilaku suatu perusahaan, namun yang paling banyak
diterima saat ini adalah pendapat bahwa yang disebut CSR adalah
yang sifatnya melebihi (beyond) laba, melebihi hal-hal yang
diharuskan peraturan dan melebihi sekedar public relations.

Kita tidak dapat membangun suatu masyarakat yang
makmur, tanpa bisnis yang menguntungkan. Namun, di sisi lain,
kita juga tidak bisa menumbuhkan suatu ekonomi yang kompetitif
di lahan sosial yang gersang. Ungkapan itu sebenarnya ingin
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menggarisbawahi perlunya tanggung jawab sosial perusahaan atau
CSR (corporate social responsibility), di tengah lingkungan sosial
dan publik, yang kini semakin kritis menyoroti berbagai praktik
bisnis yang dilakukan perusahaan.

Tidak usah jauh-jauh mencari contoh. Di Indonesia,
perusahaan pertambangan Freeport di Papua kerap dikecam
dengan tuduhan perusakan lingkungan. Sedangkan, perusahaan
sepatu Nike sering dituduh menggunakan buruh anak-anak, di
pabrik-pabriknya yang berlokasi di negara berkembang. Masih ada
segudang contoh lagi, yang tak perlu kita sebut satu-persatu.

Citra perusahaan yang buruk, yang sering dimunculkan di
media massa, jelas tidak mendukung kelancaran operasional
perusahaan dan bersifat kontra-produktif terhadap upaya
peningkatan produktivitas dan keuntungan. Kini semakin diakui
bahwa perusahaan, sebagai pelaku bisnis, tidak akan bisa terus
berkembang, jika menutup mata atau tak mau tahu dengan situasi
dan kondisi lingkungan sosial tempat ia hidup.

Dalam kaitan itulah, penerapan CSR dipandang sebagai
sebuah keharusan. CSR bukan saja sebagai tanggung jawab, tetapi
juga sebuah kewajiban. CSR adalah suatu peran bisnis dan harus
menjadi bagian dari kebijakan bisnis. Maka,bisnis tidak hanya
mengurus permasalahan laba, tapi juga sebagai sebuah institusi
pembelajaran. Bisnis harus mengandung kesadaran sosial terhadap
lingkungan sekitar.

Ada enam kecenderungan utama, yang semakin menegaskan
arti penting CSR. Yaitu:

meningkatnya kesenjangan antara kaya dan miskin;

posisi negara yang semakin berjarak pada rakyatnya;

makin mengemukanya arti kesinambungan;

makin gencarnya sorotan Kritis dan resistensi dari publik
bahkan yang bersifat anti-perusahaan

tren ke arah transparansi;

harapan-harapan bagi terwujudnya kehidupan yang lebih
baik dan manusiawi pada era milenium baru

P Mo an o

63



Tak heran, CSR telah menjadi isu bisnis yang terus menguat.
Isu ini sering diperdebatkan dengan pendekatan nilai-nilai etika,
dan memberi tekanan yang semakin besar pada kalangan bisnis
untuk berperan dalam masalah-masalah sosial, yang akan terus
tumbuh. Isu CSR sendiri juga sering diangkat oleh kalangan bisnis,
manakala pemerintahan nasional di berbagai negara telah gagal
menawarkan solusi terhadap berbagai masalah kemasyarakatan.

Namun, upaya penerapan CSR sendiri bukannya tanpa
hambatan. Dari kalangan ekonom sendiri juga muncul reaksi sinis.
Ekonom Milton Friedman, misalnya, mengritik konsep CSR,
dengan argumen bahwa tujuan utama perusahaan pada hakikatnya
adalah memaksimalkan keuntungan (returns) bagi pemilik saham,
dengan mengorbankan hal-hal lain.

Ada juga kalangan yang beranggapan, satu-satunya alasan
mengapa perusahaan mau melakukan proyek-proyek yang bersifat
sosial adalah karena memang ada keuntungan komersial di
baliknya. Yaitu, mengangkat reputasi perusahaan di mata publik
ataupun pemerintah. Oleh karena itu, para pelaku bisnis harus
menunjukkan dengan bukti nyata bahwa komitmen mereka untuk
melaksanakan CSR bukanlah main-main.

Manfaat dari CSR itu sendiri terhadap pelaku bisnis juga
bervariasi, tergantung pada sifat (nature) perusahaan bersangkutan,
dan sulit diukur secara kuantitatif. Meskipun demikian, ada
sejumlah besar literatur yang menunjukkan adanya korelasi antara
kinerja sosial/lingkungan dengan kinerja finansial dari perusahaan.

CSR pada akhirnya akan menguntungkan perusahaan.
Tetapi, tentu saja, perusahaan tidak diharapkan akan memperoleh
imbalan finansial jangka pendek, ketika mereka menerapkan
strategi CSR. Karena, memang bukan itu yang menjadi tujuannya.

Supaya lebih banyak perusahaan yang berperilaku mulia,
pemerintah perlu memberikan fasilitas. Salah satunya berupa
insentif perpajakan. Bentuknya bisa tax exception (pengecualian
pajak) atau tax deduction (pengurangan pajak). Insentif pajak akan
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mendorong perusahaan lebih agresif mengembangkan program
CSR.

Mengapa CSR perlu perhatian manajemen

Mempunyai program CSR bukanlah hanya sekedar untuk
tunduk pada tekanan publik dan politik. Seperti dikatakan dalam
TOR pertemuan ini, pelaksanaan CSR (khususnya yang dikaitkan
pada Community Development) telah dianggap pula sebagai
“faktor pendukung daya saing” perusahaan bersangkutan. Seperti
terungkap dalam suatu survei di tahun 1999 terhadap ribuan
responden di dunia (23 negara di 6 benua), antara lain:

(a)separuh responden “care about the social behaviour of
companies”;

(b)dua pertiga responden ingin perusahaan meninggalkan
peranan perusahaan yang hanya menekankan pada:
membuat keuntungan, membayar pajak, dan menggunakan
tenaga kerja; mereka minta agar fokus perusahaan adalah
juga Dbagaimana menyumbang pada tujuan-tujuan
masyarakat secara lebih luas (broader societal goals); dan(c)
perhatian masyarakat sekarang lebih pada “corporate
citizenship”, ketimbang hanya pada “brand reputation” dan
“financial factors”.[disarikan dari “Global Perception of the
Role of Corporations”](7)

BEBERAPA DEFINISI

Tidak ada definisi resmi tentang CSR. Sebagaimana akan kita
pahami kemudian, definisi CSR berkembang dari masa ke masa.
Beberapa definisi CSR yang telah dikenal adalah sebagai berikut:

Upaya manajemen yang dijalankan entitas bisnis untuk
mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan berdasar
keseimbangan ekonomi, sosial, dan lingkungan, dengan
meminimumkan dampak negatif dan memaksimumkan
dampak positif tiap pilar.
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The commitment of businesses to contribute to sustainable economic
development by working with employees, their families, the local
community and society at large to improve their lives in ways that are
good for business and for development. (International Finance

Corporation)

Use its (corporate) resources and engage in activities designed to

increase its profits so long as it stays within the rules of the game,
which is to say, engages in open and free competition without
deception or fraud. (Milton Friedman)

Berdasarkan definisi-definisi tersebut, biasanya jika berbicara
tentang CSR kita langsung berfikir tentang perilaku korporasi.
Padahal jika ditelaah lebih jauh, pemerintah pun tidak dianjurkan
untuk menjalankan aktivitas CSR, dengan beberapa penyesuaian
tentunya. Hal ini berkaitan dengan posisi pemerintah sebagai
konsumen terbesar bagi seluruh kegiatan konsumsi. CSR bukan
merupakan obat dewa, tetapi tetap memberikan petunjuk penting
yang dapat menjadi panduan bagaimana korporasi dan
pemerintahan sebaiknya dijalankan. pertambangan, Undang-
Undang tersebut menimbulkan kontrovesi dikarenakan
permasalahan sosial kemasyarakatan lainnya. Oleh karena itu
korporasi harus bertindak “baik,” sebagai mana warga negara
(citizen) yang baik.

“Corporate Social Responsibility ialah sebuah pendekatan
dimana perusahaan mengintegrasikan kepedulian sosial di dalam
operasi bisnis mereka dan dalam interaksi mereka dengan para
stakeholder berdasarkan prinsip kemitraan dan kesukarelaan
(Nuryana, 2005). Good Corporate Governance (GCG) ialah suatu
sistem, dan perangkat peraturan yang mengatur hubungan antara
berbagai pihak yang terkait dengan perusahaan (stakeholders).

Terdapat lima prinsi GCG yaitu:
a) Transparency (Keterbukaan Informasi)
b) Accountability (Akuntabilitas)
¢) Responsibility (Tanggung Jawab)
d) Independency (Kemandirian)
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e) Fairness (Kesetaraan dan kewajaran)

KONSEP PROGRAM CSR

Masih banyak perusahaan tidak mau menjalankan program-
program CSR karena melihat hal tersebut hanya sebagai
pengeluaran biaya (cost center). CSR memang tidak memberikan
hasil keuangan dalam jangka pendek. Namun CSR akan
memberikan hasil baik langsung maupun tidak langsung pada
keuangan perusahaan di masa mendatang. Dengan demikian
apabila perusahaan melakukan program-program CSR diharapkan
keberlanjutan perusahaan akan terjamin dengan baik. Oleh karena
itu, program-program CSR lebih tepat apabila digolongkan sebagai
investasi dan harus menjadi strategi bisnis dari suatu perusahaan.

Dengan masuknya program CSR sebagai bagian dari strategi
bisnis, maka akan dengan mudah bagi unit-unit usaha yang berada
dalam suatu perusahaan untuk mengimplementasikan rencana
kegiatan dari program CSR yang dirancangnya. Dilihat dari sisi
pertanggung jawaban keuangan atas setiap investasi yang
dikeluarkan dari program CSR menjadi lebih jelas dan tegas,
sehingga pada akhirnya keberlanjutan yang diharapkan akan dapat
terimplementasi berdasarkan harapan semua stakeholder.

Program CSR Wajib Sustainable

Pada saat ini telah banyak perusahaan di Indonesia,
khususnya perusahaan besar yang telah melakukan berbagai bentuk
kegiatan CSR, apakah itu dalam bentuk community development,
charity, atau kegiatan-kegiatan filantropi. Timbul pertanyaan
apakah yang menjadi perbedaan antara program community
development, filantropi, dan CSR dan mana yang dapat menunjang
berkelanjutan?

Tidak mudah memang untuk memberikan jawaban yang
tegas terhadap pertanyaan diatas, namun penulis beranggapan
bahwa CSR is the ultimate level towards sustainability of development.

67



Umumnya kegiatan-kegiatan community development, charity
maupun filantropi yang saat ini mulai berkembang di bumi
Indonesia masih merupakan kegiatan yang bersifat pengabdian
kepada masyarakat ataupun lingkungan yang berada tidak jauh dari
lokasi tempat dunia usaha melakukan kegiatannya. Dan sering kali
kegiatannya belum dikaitkan dengan tiga elemen yang menjadi
kunci dari pembangunan berkelanjutan tersebut. Namun hal ini
adalah langkah awal positif yang perlu dikembangkan dan diperluas
hingga benar-benar dapat dijadikan kegiatan CSR yang benar-benar
sustainable.

Selain itu program CSR baru dapat menjadi berkelanjutan
apabila, program yang dibuat oleh suatu perusahaan benar-benar
merupakan komitmen bersama dari segenap unsur yang ada di
dalam perusahaan itu sendiri. Tentunya tanpa adanya komitmen
dan dukungan dengan penuh antusias dari karyawan akan
menjadikan  program-program  tersebut bagaikan program
penebusan dosa dari pemegang saham belaka. Dengan melibatkan
karyawan secara intensif, maka nilai dari program-program tersebut
akan memberikan arti tersendiri yang sangat besar bagi perusahaan.
Melakukan program CSR yang berkelanjutan akan memberikan
dampak positif dan manfaat yang lebih besar baik kepada
perusahaan itu sendiri maupun para stakeholder yang terkait. Sebagai
contoh nyata dari program CSR yang dapat dilakukan oleh
perusahaan dengan semangat keberlanjutan antara lain, yaitu:
pengembangan bioenergi, melalui kegiatan penciptaan Desa
Mandiri Energi yang merupakan cikal bakal dari pembentukan eco-
village di masa mendatang bagi Indonesia.

Program CSR yang berkelanjutan diharapkan akan dapat
membentuk atau menciptakan kehidupan masyarakat yang lebih
sejahtera dan mandiri. Setiap kegiatan tersebut akan melibatkan
semangat sinergi dari semua pihak secara terus menerus
membangun dan menciptakan kesejahteraan dan pada akhirnya
akan tercipta kemandirian dari masyarakat yang terlibat dalam
program tersebut.
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Program CSR tidak selalu merupakan promosi perusahaan
yang terselubung, bila ada iklan atau kegiatan PR mengenai
program CSR yang dilakukan satu perusahaan, itu merupakan
himbauan kepada dunia usaha secara umum bahwa kegiatan
tersebut merupakan keharusan/tanggung jawab bagi setiap
pengusaha. Sehingga dapat memberikan pancingan kepada
pengusaha lain untuk dapat berbuat hal yang sama bagi kepentingan
masyarakat luas, agar pembangunan berkelanjutan dapat terealisasi
dengan baik. Karena untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera
dan mandiri semua dunia usaha harus secara bersama mendukung
kegiatan yang terkait hal tersebut. Dimana pada akhirnya dunia
usaha pun akan menikmati keberlanjutan dan kelangsungan
usahanya dengan baik.

H. Manfaat Program CSR bagi Perusahaan

Memang pada saat ini di Indonesia, praktek CSR belum
menjadi suatu keharusan yang umum, namun dalam abad
informasi dan teknologi serta adanya desakan globalisasi, maka
tuntutan terhadap perusahaan untuk menjalankan CSR akan
semakin besar. Tidak menutup kemungkinan bahwa CSR menjadi
kewajiban baru standar bisnis yang harus dipenuhi seperti layaknya
standar ISO. Dan diperkirakan pada akhir tahun 2008 mendatang
akan diluncurkan ISO 26000 on Social Responsibility, sehingga
tuntutan dunia usaha menjadi semakin jelas akan pentingnya
program CSR dijalankan oleh perusahaan apabila menginginkan
keberlanjutan dari perusahaan tersebut.

CSR akan menjadi strategi bisnis yang inheren dalam
perusahaan untuk menjaga atau meningkatkan daya saing melalui
reputasi dan kesetiaan merek produk (loyalitas) atau citra
perusahaan. Kedua hal tersebut akan menjadi keunggulan
kompetitif perusahaan yang sulit untuk ditiru oleh para pesaing. Di
lain pihak, adanya pertumbuhan keinginan dari konsumen untuk
membeli produk berdasarkan kriteria-kriteria berbasis nilai-nilai dan
etika akan merubah perilaku konsumen di masa mendatang.
Implementasi kebijakan CSR adalah suatu proses yang terus
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menerus dan berkelanjutan. Dengan demikian akan tercipta satu
ekosistem yang menguntungkan semua pihak (¢rue win win situation)
- konsumen mendapatkan produk unggul yang ramah lingkungan,
produsen pun mendapatkan profit yang sesuai yang pada akhirnya
akan dikembalikan ke tangan masyarakat secara tidak langsung.

Sekali lagi untuk mencapai keberhasilan dalam melakukan
program CSR, diperlukannya komitmen yang kuat, partisipasi aktif,
serta ketulusan dari semua pihak yang peduli terhadap program-
program CSR. Program CSR menjadi begitu penting karena
kewajiban manusia untuk bertanggung jawab atas keutuhan
kondisi-kondisi kehidupan umat manusia di masa datang.

Perusahaaan perlu bertanggung jawab bahwa di masa
mendatang tetap ada manusia di muka bumi ini, sehingga dunia
tetap harus menjadi manusiawi, untuk menjamin keberlangsungan
kehidupan kini dan di hari esok.

Salah satu poin penting optimalisasi tersebut adalah
kewajiban menerapkan CSR di setiap bank. “Bank Indonesia
berpandangan bahwa CSR industri perbankan seyogianya dapat
terarah pada upaya-upaya strategis dalam pembentukan masa
depan bangsa, seperti bidang pendidikan,” ujar Burhanuddin dalam
sambutannya. Hanya, dia menggarisbawahi perlunya perumusan
guidelines yang jelas bagi pihak bank. Hal itulah akan dirumuskan
kembali oleh BI bersama bank.

Corporate social responsibility (CSR) merupakan momok
bagi dunia usaha. Itulah kesan yang timbul ketika kalangan
pengusaha dilanda keresahan terkait dengan diusulkannya
penetapan CSR sebagai salah satu kewajiban yang harus
dilaksanakan oleh perusahaan dalam Rancangan Undang-Undang
Perseroan Terbatas (RUU PT) dimana selama ini telah dijalankan
dalam koridor suka dan rela. Sebenarnya, tidak penting apakah
CSR bersifat kewajiban atau sukarela selama para pelaku usaha dan
seluruh pihak terkait menyadari mengapa CSR itu ada dan
signifikansi yang terkandung di dalamnya, baik bagi dunia usaha
sendiri maupun seluruh masyarakat
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Contoh kasus CSR

Bank Indonesia dalam dunia bisnis, selama setengah abad
terakhir, telah menjelma menjadi institusi paling berkuasa diatas
planet ini. Institusi yang dominan di masyarakat manapun harus
mengambil tanggung jawab untuk kepentingan bersama....setiap
keputusan yang dibuat, setiap tindakan yang diambil haruslah
dilihat dalam kerangka tanggung jawab tersebut... demikian
ungkapan Dr. David C. korten penulis Buku laris berjudul When
Corporations Rule the World. Apa yang ditandaskan Korten itu
melukiskan betapa nyata tindakan yang diambil korporasi
membawa dampak terhadap kualitas kehidupan manusia, terhadap
individu, masyarakat dan seluruh kehidupan di Bumi ini.
Fenomena ini kemudian bisa menjadikan wacana dan warna
tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social
Renspobility (CSR).

Mengikuti langkah serupa, bertambah hari kian terasa
tanggung jawab sosial yang harus diemban Bank Indonesia yang
tidak hanya memiliki tanggung jawab ekonomi moneter dan legal.
Di luar itu ada tanggung jawab etis, sosial dan tanggung jawab
discretionary yaitu tanggung jawab yang semestinya tidak harus
dilakukan tapi dilakukan atas kemauan sendiri.

Sesuai Undang-Undang Bank Indonesia No. 23 Tahun 1999
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun
2004, sebagai bank sentral Bank Indonesia diwajibkan untuk dapat
mencapai dan memelihara kestabilan nilai tukar rupiah. Untuk
mencapai tujuan Bank Indonesia tersebut, terdapat tiga pilar utama
yang menjadi tugas Bank Indonesia yaitu menetapkan dan
melaksanakan kebijakan moneter; mengatur dan menjaga
kelancaran sistem pembayaran; dan mengatur dan mengawasai
bank. Selain dituntut untuk dapat melaksanakan tugas-tugas
utamanya tersebut, Bank Indonesia juga diminta untuk tetap
memiliki kepedulian terhadap lingkungan (komunitas) sebagai
wujud corporate social responsibility-nya.
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Kepedulian kepada masyarakat sekitar/relasi komunitas
dapat diartikan sangat luas, namun secara singkat dapat dimengerti
sebagai peningkatan partisipasi dan posisi organisasi di dalam
sebuah komunitas melalui berbagai upaya kemaslahatan bersama
bagi organisasi dan komunitas.

Kesadaran tentang pentingnya mempraktikan CSR ini
menjadi trend global seiring dengan semakin maraknya kepedulian
mengutamakan stakeholders. CSR BI ini selain wujud penerapan
prinsip Good Corporate Governance juga terkait untuk mendukung
pencapaian tujuan Millenium Goals Development, salah satu
diantaranya pengurangan angka kemiskinan menjadi setengah pada
tahun 2015 dari sekitar 1,3 miliar sekarang ini melalui CSR dengan
konsentrasi UMKM, peningkatan taraf pendidikan masyarakat
melaui CSR dengan konsentrasi edukasi dan pelestarian kuantitas
dan kualitas lingkungan melalui CSR dengan konsentrasi
lingkungan. CSR BI merupakan tanggung jawab Bank Indonesia
untuk menyesuaikan diri terhadap kebutuhan dan harapan
stakeholders sehubungan dengan isu-isu etika, sosial, pendidikan
dan lingkungan disamping ekonomi.

Salah satu poin penting optimalisasi tersebut adalah
kewajiban menerapkan CSR di setiap bank. “Bank Indonesia
berpandangan bahwa CSR industri perbankan seyogianya dapat
terarah pada upaya-upaya strategis dalam pembentukan masa
depan bangsa, seperti bidang pendidikan,” ujar Burhanuddin dalam
sambutannya. Hanya, dia menggarisbawahi perlunya perumusan
guidelines yang jelas bagi pihak bank. Hal itulah akan dirumuskan
kembali oleh BI bersama bank.

Peranan Pemerintah Terhadap Csr

Pemerintah sebagai penyelenggara negara yang secara
otomatis bertanggung jawab penuh terhadap tercapainya
pelaksanaan CSR secara tepat dan benar. Pro kontra pelaksanaan
CSR yang masih muncul hendaknya dapat disikapi secara arif dan
bijaksana.
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Butuh waktu untuk melakukan langkah-langkah persuasif
sehingga kesadaran CSR benar-benar dimiliki oleh perusahaan di
Indonesia. Langkah-langkah strategis pemerintah misalkan dengan
melakukan intervensi dibidang perpajakan terkait pelaksanaan CSR
mungkin dapat menjadi salah satu solusi percepatan penerapan
CSR di Indonesia.

Penutup
Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut :

a) Masalah social ekonomi adalah tanggungjawab semua pihak;
termasuk Negara dan korporasi.

b) CSR di Indonesia seharusnya dilaksanakan dengan prinsip
berbagi peran dan beban; tanggung renteng antara kewajiban
Negara dan korporasi.

¢) UU Penanaman Modal mewajibkan korporasi untuk
melaksanakan CSR.

d) UU penanaman Modal mendorong korporasi untuk
meningkatkan  multiplier  effect social ekonomi atas
kehadirannya di tengah-tengah masyarakat.
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BAB 6

WAJIB LAPOR TENGA KERJA

A. Ketentuan Umum Wajib Lapor

Undang — undang No. 7 tahun 1981, mengatur Perusahaan /
pengurus WAJIB LAPOR kepada MENAKER, setiap :
- Mendirikan
- Menghentikan
- Menjalankan kembali\memindahkan atau membubarkan
perusahaan

Dibuat secara tertulis kepada Dirjen Pembinaan Hubungan
Perburuhan dan Perlindungan tenaga kerja, ditempat kedudukan
perusahaan.

Pasal 2 undang — undang No. 7 Tahun 1981

Usaha sosial & wusaha lain tidak berbentuk perusahaan
diperlakukan sama dengan perusahaan apabila mempunyai
pengurus yang memperkerjakan orang lain sebagaimana
layaknya perusahaan memperkerjakan buruh.

Tujuan Pelaporan

a) Bahan masukan bagi pemerintah
b) Menetapkan kebijaksanaan di bidang ketenagakerjaan

Dibuat selambat-lambatnya 30 hari sejak berdirinya perusahaan
secara tertulis.

Isi laporan

a. Identitas Perusahaan
b. Hubungan ketenagakerjaan
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c. Perlindungan Tenaga Kerja
d. Kecepatan kerja.

Setiap tahun tentang ketenagakerjaan.

Jika memindahkan, menghentikan, membubarkan 30 hari
sebelum Isi laporan sesuai.

Wajib Lapor Perusahaan

Nama dan alamat perusahaan
Nama dan alamat pengurus perusahaan\
Nama dan alamat perusahaan atas bagian perusahaan

SNSRI B

Jumlah buruh terbagi menurut :

1) Kewarganegaraan

2) Kehakiman

e. Ada tidaknya pesawat tenaga & ketentuan tenaga kerja.

Undang — untuk No. 7 tahun 1981, pasal 8 ayat 2
Laporan Tahun berisi :

a) Nama dan alamat perusahaan\
b) Nama dan alamat pengusaha
¢) Nama dan alamat pengurus perusahaan

d) Tanggal memindahkan, menghentikan, atau
membubarkan perusahaan
e) Alasan — alasan pemindahan, penghentian atau

pembubaran perusahaan

f) Kewajiban yang telah dilaksanakan dan akan
dilaksanakan terhadap buruh sesuai perjanjian perburuhan
dan kebiasaan setempat.

g) Pelanggaran dapat dipidana & denda.

Peraturan tenaga kerja dan transmigrasi No. 02 /MEN/1981\
tentang tata cara melepaskan ketenagakerjaan di perusahaan.

a) Laporan dibuat secara TERTULIS
b) Laporan rangkap — 4
¢) Disampaikan langsung atau via POS (sesuai tanggal POS)
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Pengertian Wajib Lapor Tenaga Kerja UU no. 13 tahun 2003
terdapat dalam :

Bab XIII pembinaan, pasal 173 — 175
Bab XIV Pengawasan, pasal 176-181

Tujuan laporan pada dinas / instansi unit kerja
pengawasan ketenagakerjaan pada pemerintah provinsi dan
kabupaten / kota, yang wajib melaporkan pengawasan
ketenagakerjaan dimaksud kepada menteri.

Tata cara pelaporan dimaksud diatur dengan keputusan
menteri. Pelaksanaan pengawasan Ketenagakerjaan diatur
dengan keputusan Presiden.

Pegawai  Pengawas ketenagakerjaan  bersifat
independent, artinya pegawai pengawas dalam mengambil
keputusan tidak terpengaruh oleh pihak lain.

Peraturan terkait wajib lapor tenaga kerja & wajib lapor
perusahaan :

1. Kepmenaker RI No. Kep — 150 men / 2000 tentang
penyelesaian PHK dan penetapan uang pesangon, uang
penghargaan masa kerja dan ganti rugi kerugian di
perusahaan.

2. Kepmenaker RI No. 171 / Men / 2000 tentang perubahan
Kepmenaker penghargaan masa kerja dan ganti kerugian di
perusahaan.

3. Kepnemaker RI No. 204 / 1999 tentang penempatan tenaga
kerja Indonesia ke Luar Negeri.

4. Daftar Upah Minimum Propinsi dan kebutuhan hidup
minimum 2001 — 2003.

UMP & KHM

2001 : Jawa Timur 220.000

2002 : Jawa Timur 245.000, 277.783
2003 : Jawa Timur 281.750, KHM tetap.
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5. UU No. 2 tahun tentang penyelesaian perselisihan
hubungan industrial.

B. Kesehatan, Keselamatan, dan Lingkungan Kerja

Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan, menyatakan bahwa :

“Setiap pekerja/ buruh mempunyai hak untuk memperoleh
perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, moral dan
kesusilaan, dan perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat
manusia serta nilai-nilai agama”

Kualitas hidup dan kesehatan pekerja sangat tergantung pada
lingkungan sehari-hari yang mereka tinggali. Perkembangan
industri, penggunaan teknologi tinggi dan bahan-bahan kimia dapat
menciptakan situasi yang berbahaya bagi kesehatan.

Demikian pula kondisi kerja yang tidak aman dan lingkungan
kerja yang tidak sehat meningkatkan resiko dan bahaya yang
merugikan kesehatan pekerja. Setiap tahun beribu-ribu kecelakaan
kerja terjadi. Beberapa diantaranya bersifat fatal (menyebabkan
kematian pekerja) dan mengakibatkan cacat permanen. Setiap
kecelakaan menyebabkan penderitaan bagi korbannya dan
menyengsarakan keluarga korban.

Melalui Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) dapat diciptakan
Pokok-pokok K3 yaitu :

Prinsip-prinsip K3

Hygiene Perusahaan & Kesehatan
Pakaian kerja & sepatu kerja
Peralatan kerja

Alat Perlindungan diri

Panitia pembina 3

moe a0 o
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Keselamatan dan Kesehatan Kerja berarti bebas dari
kecelakaan, cedera atau sakit yang diabaikan oleh tindakan yang
gegabah dan ceroboh sewaktu bekerja dan oleh kondisi kerja yang
tidak memadai. Kecelakaan, cedera atau penyakit tidak terjadi
begitu saja.

Untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan
tersebut, kita harus menghapus praktek-praktek dan kondisi kerja
yang tidak mengindahkan prinsip-prinsip keselamatan dan
keamanan kerja. Peran serikat pekerja / serikat buruh harus diawali
dari titik dimana terjadi kerusakan, baik ditemat kerja atau disekitar
tempat kerja. serikat pekerja / serikat buruh harus mampu
mengidentifikasi masalah dan hal — hal yang mengancam kesehatan
dan keselamatan kerja, serat mempunyai informasi dan pengaruh
yang diperlukan untuk menekan pihak manajemen agar segera
melakukan perbaikan — perbaikan.

Setiap kali terjadi kecelakaan atau ada pekerja yang sakit,
sering kami justru pekerja yang menjadi korban kecelakaan atau
pekerja yang terkena penyakit itulah yang dipersalahkan.
Manajemen sering kali berkata bahwa kecerobohanlah yang
merupakan penyebab utama terjadinya cedera. Serikat pekerja
harus berani menolak analisa seperti ini karena analisa seperti ini
merupakan usaha manajemen untuk cuci tangan terhadap masalah
yang ada dan membuat pekerja menjadi pihak yang bertanggung
jawab terhadap masalah keselamatan atau kesehatan kerja yang
terjadi.

Kecelakaan atau penyakit yang menimpa pekerja disebabkan
oleh bahaya yang ada atau mengintai ditempat kerja. manajemen
dan pemilik perusahaan bertanggung jawab untuk memastikan
bahwa keselamatan dan kesehatan kerja menempatkan prioritas
utama. Karena itu, sekumpulan peraturan yang ketat diperlukan
untuk memastikan diterapkannya standar keselamatan dan
kesehatan kerja yang baik, dengan jumlah inspektur pemerintah
yang memadai untuk memastikan dan mengawasi bahwa peraturan
yang ada benar — benar ditaati. Selain itu juga diperlukan adanya
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sangsi yang cukup keras untuk menghukum siapa saja yang
ketahuan melanggar peraturan.

Hal ini harus didukung oleh organisasi serikat pekerja /
serikat buruh yang kuat, dengan wakil — wakil serikat pekerja lokal
yang mampu mencium masalah, menginspeksi tempat kerja,
mengadukan kepada manajemen masalah keselamatan dan
kesehatan kerja yang terjadi serta berhubungan dengan inspektur
pemerintah.

C. Kecerobohan dan kecelakaan yang terjadi di tempat kerja

Setiap kali terjadi kecelakaan, korban kecelakaan itulah yang
biasanya dipersalahkan. Komentar-komentar bernada mencemooh
seperti “Salah sendiri kenapa lalai” atau “hal ini tak akan terjadi
kelau saja dia lebih berhati-hati” merupakan komentar yang sering
kita dengan bila terjadi kecelakaan.

Pihak manajemen seringkali mengambil sikap menyalahkan
korban kecelakaan karena mereka tidak mau dimintai pertanggung
jawaban dan karena mereka tidak mau mengeluarkan biaya untuk
melakukan perbaikan-perbaikan yang perlu untuk mencegah
kecelakaan itu terulang kembali.

Sayangnya, banyak pekerja mau menerima begitu saja
pendapat yang dilontarkan manajemen karena mereka beranggapan
bahwa bahaya di tempat kerja merupakan hal yang lumrah. Padahal
penyebab sesungguhnya kecelakaan kerja adalah kondisi bahaya
yang ada . “Mengendalikan bahaya langsung dari sumbernya”
adalah cara terbaik untuk menjaga keselamatan dan kesehatan
kerja. Artinya, perusahaan tidak boleh beranggapan bahwa
karyawannya dapat diandalkan untuk selalu berhati-hati, tidak lalai
atau tidak ceroboh karena tidak ada manusia yang sempurna yang
dapat diharapkan untuk tidak pernah lengah.

Ini berarti kondisi-kondisi yang berpotensial menimbulkan
bahaya harus disingkirkan atau dikendalikan untuk memastikan
bahwa kecelakaan tidak dapat terjadi. Tentu saja, pekerja perlu
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sekali dilatih dan dididik agar mereka sadar akan bahaya yang dapat
menimpa mereka pada saat bekerja. Tetapi hal ini tidak lalu berarti
bahwa mereka sudah layak dan sepantasnya untuk dimintai
pertanggung jawaban jika terjadi kecelakaan.

Banyak bahaya yang bersifat laten dan tersembunyi seperti
misalnya debu atau bahan-bahan kimia yang mengandung zat-zat
yang membahayakan kesehatan yang sehari-hari dihirup pekerja.
Bahaya seperti ini seringkali tidak disadari oleh pekerja sampai
akhirnya terlambat.

D. Peran Serikat Pekerja dalam Kesehatan dan Keselamatan
kerja

Wakil-wakil serikat pekerja / serikat buruh seringkali merasa
enggan untuk menyampaikan protes kepada manajemen soal
kesehatan dan keselamatan kerja karena mereka meraa tidak
menguasai masalah ini dengan baik. Di sisi lain, manajemen pun
cenderung membatasi keterlibatan serikat pekerja / serikat buruh
dalam hal-hal yang berkaitan dengan masalah kesehatan dan
keselamatan kerja dan menyerang argumentasi serikat pekerja /
serikat buruh mengenai masalah ini. Padahal orang yang paling
tahu tentang masalah ini sebenarnya adalah pekerja yang secara
langsung terlibat dalam masalah ini, yaitu mereka yang mengalami
kecelakaan atau jatuh sakit akibat buruknya faktor kesehatan dan
keselamatan kerja di tempat kerja mereka bekerja.

Dalam hal ini, serikat pekerja/serikat buruh mempunyai
peran yang teramat penting untuk menyuarakan masalah-masalah
kesehatan dan keselamatan kerja yang dihadapi pekerja supaya
bahaya-bahaya yang ada dapat segera dikenali.

Pengalaman internasional yang ada menunjukkan bahwa
melalui pelatihan dan dukungan yang memadai, wakil-wakil serikat
pekerja / serikat buruh yang mendapat dukungan dari anggotanya
dapat memainkan peranan yang penting dalam mendeteksi
masalah-masalah, mengusulkan pemecahannya serta memastikan
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agar dilakukan perbaikan-perbaikan untuk menjamin bahwa
masalah-masalah tersebut tidak terulang kembali.

Serikat pekerja / serikat pekerja memerlukan informasi
mengenai tindakan-tindakan pencegahan yang perlu diambil agar
pengaturan kesehatan dan keselamatan kerja segera dapat
dilakukan di tempat kerja sebagaimana seharusnya. Serikat
pekerja/serikat buruh perlu mengetahui peraturan-peraturan dan
hak-hak yang ada untuk memastikan bahwa pengusaha telah
merancang dan mengelola tempat kerjanya dengan cara yang benar-
benar aman. Ada banyak standar kesehatan dan keselamatan kerja
yang berbeda-beda dan informasi mengenai hal ini dapat diperoleh
dari berbagai sumber, dan dapat digunakan untuk menjawab
pertanyaan-pertanyaan seperti :

a) Tingkat kebisingan yang bagaimana yang dapat merusak
pendengaran?

b) Bagaimana caranya agar gergaji yang sedang digunakan tidak
membahayakan pemakaiannya maupun orang lain di
sekitarnya ?

Ada banyak sumber yang dapat digunakan untuk menjawab
pertanyaan-pertanyaan seperti ini. serikat pekerja/serikat buruh
perlu berupaya untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan
yang berkaitan dengan hal-hal seperti ini.

Ke mana saya harus meminta nasehat mengenai hal-hal yang
berhubungan dengan kesehatan dan keselamatan kerja ?

1. Serikat pekerja/serikat buruh

Serikat pekerja serikat buruh di tempat Anda bekerja
pada umumnya dapat memberikan saran atau nasehat bila
Anda mempunyai masalah yang berkaitan dengan kesehatan
dan keselamatan kerja

2. Departemen Pemerintah
Departemen pemerintah yang menangani masalah-

masalah kesehatan dan keselamatan kerja pada umumnya
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sanggup memberikan penjelasan mengenai hal-hal yang
berhubungan dengan peraturan-peraturan kesehatan dan
keselamatan kerja yang ada serta penerapanya.

Jaringan serikat pekerja internasional

Salah satu sumber informasi terpenting untuk
memperoleh keterangan mengenai masalah kesehatan dan
keselamatan kerja adalah jaringan serikat pekerja / serikat
buruh internasional.

Banyak badan-badan serikat pekerja / serikat buruh
internasional yang amat berpengalaman dalam memberikan
saran-saran atau nasehat mengenai hal-hal yang berhubungan
dengan masalah kesehatan dan keselamatan kerja.

Organisasi Perburuan Internasional (ILO)

ILO Dbertanggung jawab atas masalah-masalah
ketenagakerjaan  termasuk masalah  kesehatan dan
keselamatan kerja. ILO merupakan suatu badan tripartit yang
mewakili pemerintah, asosiasi pengusaha dan asosiasi
pekerja. ILO menerbitkan informasi mengenai masalah
kesehatan dan keselamatan kerja. ILO juga berupaya
memperbaiki standar peraturan kesehatan dan keselamatan
kerja nasional.

Daftar masalah kesehatan dan keselamatan kerja

LEMBAR KERJA

Yang mana dari masalah-masalah berikut ini yang anda alami di
tempat kerja ?

1) Lantai dan tangga yang licin

2)

3)

Mesin yang dibiarkan berjalan sendiri tanpa ada yang
mengawasi

Tak ada pintu darurat bila terjadi kebakaran atau tidak ada
alat pemadam kebakaran
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4) Tidak ada baju pelindung dan perlengkapan pelindung tubuh
lainnya

5) Lampu yang remang-remang

6) Kawat listrik yang berbahaya; kawat listrik tegangan tinggi
yang dibiarkan terbuka.

7) Suara bising yang tak tertahankan

8) Penggunaan bahan-bahan kimia berbahaya

9) Ventilasi yang jelek

10) Tidak ada kotak-kotak P3K, tidak ada orang yang tahu atau
pernah dilatih untuk memberikan pertolongan pertama bila
terjadi kecelakaan.

11) Kebersihan yang tidak terjaga

12) Terlalu banyak barang yang ditaruh di satu tempat pada saat
yang bersamaan; terlalu banyak orang bekerja di stu tempat
pada saat yang bersamaan

13) Debu

14) Mengangkat barang-barang berat

UNDANG-UNDANG NO. 13 TAHUN 2003
TENTANG KETENAGAKERJAAN

Paragraf 5
Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Pasal 86

(1) Setiap pekerja / buruh mempunyai hak untuk memperoleh
perlindungan asas :
a. Keselamatan dan kesehatan kerja
b. Moral dan kesusilaan dan
c. Perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia

serta nilai-nilai agama

(2) Untuk melindungi keselamatan pekerja/buruh  guna
mewujudkan produktifitas kerja yang optimal diselenggarakan
upaya keselamatan dan kesehatan kerja.
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(3) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

Pasal 87

(1) Setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen
keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan
sistem manajemen perusahaan.

(2) Ketentuan mengenai penerapan sistem manajemen
keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Perundang-undangan terkait Ketenagakerjaan :

UU No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja / Serikat Buruh
UU No. 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO 138
PP No. 28 Tahun 2002 tentang Perubahan Ke-3 atas PP No. 14 Th.
1993

Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja
PP No. 5 tahun 2003 tentang PPh atas Penghasilan yang Diterima
oleh Pekerja sampai dengan sebesar UM Propinsi atau UM
Kab/Kota.
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Latihan :

Buatlah Daftar
Masalah Kesehatan dan Keselamatan Kerja
Yang Anda Jumpai ditempat Kerja Anda

Kegiatan Kelompok
Topik Bahasan : Rencana Tindakan di bidang Kesehatan dan

Keselamatan Kerja

Tujuan

Membantu kita :

Mengidentifikasi masalah-masalah kesehatan dan keselamatan
kerja yang menjadi prioritas serikat pekerja/serikat buruh untuk
segera ditangani/diambil tindakan segera.

Menelaah langkah-langkah berikutnya yang harus diambil
serikat pekerja/serikat buruh

Tugas

Buatlah kelompok-kelompok kecil. Jawab pertanyaan-pertanyaan
berikut dan berikan laporan di depan kelas :

1)

2)

3)

86

Menurut Anda, apa masalah kesehatan dan keselamatan kerja
yang paling penting untuk dibahas oleh serikat pekerja/seikat
buruh? Apa yang harus dicapai oleh serikat pekerja/serikat
buruh sehubungan dengan hal itu?

Buatlah daftar yang berisi tindakan apa saja yang perlu
dilakukan serikat pekerja/serikat buruh di tempat Anda untuk
mengatasi masalah-masalah kesehatan dan keselamatan kerja
yang ada di tempat kerja Anda.

Tulislah langkah-langkah yang perlu diambil SP/SB jika di
tempat kerjanya belum ada P2K3



INFORMASI PERATURAN HUKUM
Peraturan Dirjen Pajak No. 122/PJ/2006 :

“...membolehkan jangka waktu restitusi pajak LEBIH DARI 12
BULAN... “

Peraturan Dirjen Pajak No. 160/PJ/2006 :

“...membolehkan wajib pajak yang tidak kooperatif mendapatkan
restitusi pajak...”

UU NO.14/1992 Tentang Pengadilan Pajak

Kep.Menkeu (KMK) No. 545/KMK.04/2000 Tentang Tata Cara
Pengurusan Pajak.

Kep.Menkeu (KMK) No. 1121/KMK.04/1991 : “...pemberian
wewenang penuh kepada KPP (Dirjen Pajak) untuk menerbitkan
Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP), yaitu
memerintahkan bank untuk membayar kepada WP dengan
membebankannya kepada rekening Kas Negara...”

Awalnya wewenang penerbitan SPMKP adalah Hak Dirjen
Anggaran (KPKN).

Undang Undang Nomor : 6/ 1983 Tentang Ketentuan Umum dan
Tata Cara Perpajakan diubah terakhir dengan Undang undang
Nomor 16/ 2000 tentang KUP.

Pasal 11 (2) : ... bahwa pengembalian kelebihan pembayaran
dilakukan paling lama 1 (satu) bulan...”
dengan syarat :

a. sejak diterima permohonan restitusi sehubungan dengan
SKPLB Pasal 17, atau

b. sejak diterbitkannya SKPLB (Pasal 17B), atau

c. sejak diterbitkannya SKPPKP (Pasal 17C)
(untuk menjamin kepastian hukum bagi WP dan menjamin
ketertiban administrasi, batas waktu pengembalian oleh Dirjen
Pajak ditetapkan paling lama 1 bulan).
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UU KUP pasal 11 (4) : “... bahwa tatacara penghitungan dan
restitusi diatur dengan Keputusan Menkeu...”

KMK sebagai pelaksanaan pasal 11(4) UU KUP yang terakhir
adalah Nomor ; 538/KMK.04/2000 tanggal 22 Desember 2000
jelas “ ...wewenang penerbitan SPMKP adalah ditangan DIRJEN
PAJAK “.

Kep.Menkeu (KMK) No. 112/KMK.04/1991 tanggal 13
November 1991 tentang tatacara restitusi melalui Bank. Keputusan
menkeu dimaksud perlu didukung pengaturan tentang :

a. bank yang dapat melayani SPMKP
b. penyampaian specimen Kepala KPP
c. banyaknya rangkap SMPKP dan kegunaannya.

Tugas Mandiri/ Kelompok :

1) Analisa kasus hukum dari berita koran/ televisi/ internet
2) Membentuk kelompok dan menyusun komposisi

3) Mengumpulkan hasil : Hardcopy, Softcopy

4) Presentasi

88



BAB 7

PROGRAM JAMINAN SOSIAL
TENAGA KERJA

A. Pengertian Jaminan Sosial

Jaminan Sosial adalah program publik yang memberikan
perlindungan dasar bagi pekerja guna menjaga harkat dan
martabarnya dalam menghadapi resiko sosial ekonomi yang terjadi
akibat kecelakaan kerja, hari tua, sakit, cacat, dan meninggal dunia.
Jaminan Sosial merupakan program yang melakukan pembiayaan
sendiri (self financing), dimana pembiayaan tersebut merupakan
kewajiban Pemerintah, Pengusaha dan Pekerja (Tripartite).

Dengan ketentuan perundangan yang berlaku maka setiap
Pihak Pemberi Kerja yang mempekerjakan seseorang harus
memberikan perlindungan terhadap resiko-resiko kerjanya. Jadi
perlindungan dasar atas resiko kerja yang terjadi merupakan hak
bagi setiap pekerja.

Dalam kaitan dengan pelaksanaan Jaminan Sosial ini,
terdapat 3 (tiga) scheme / pertanggungan yang berbeda tetapi sering
rancu, yaitu :

a. Asuransi yang merupakan scheme pertanggungan bagi pihak
yang mampu dan memenuhi syarat tertentu. Dananya berasal
dari pembayaran premi oleh tertanggung.

b. Bantuan Sosial yaitu bantuan / hibah bagi warga negara
yang tidak mampu/fakir miskin. Sumber dananya dari
APBN/Bantuan Luar Negeri.
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c. Jaminan Sosial berupa perlindungan dasar bagi pekerja
yang dananya berasal dari iuran pengusaha dan pekerja.

Oleh karena itu, program Jaminan Sosial bersifat wajib dan
badan penyelenggaraanya adalah negara. Jaminan sosial
mempunyai peranan ganda, vyaitu disamping memberikan
perlindungan dasar bagi pekerja juga merupakan alat moneter/
fiskal pemerintah berupa pembentukan tabungan publik. Dengan
kedua peranan di atas, akan tercipta ketenagaan kerja pekerja dan
merupakan sumber dana pembangunan nasional

B. Filosofi Jaminan Sosial

a. Jaminan Sosial telah menjadi bagian integral dari Hak Asasi
Manusia berdasar The Universal Declaration of Human
Right pasal 25 dan 32 maupun dengan Kovensi ILO No. 102
tahun 1952, serta telah diterima secara universal sebagai
instrumen pemerataan dan pencegahan kemiskinan.

b. Kelalaian penyelenggaraan Jaminan Sosial berarti
pelanggaran terhadap HAM.

c. Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 : Tiap warga
negara berhak atas pekerjaan dan penghimpunan yang layak
bagi kemanusiaan.

Pasal 99 Undang-undang No. 13 Tahun 2003 (Undang-
Undang Ketenagakerjaan). Selanjutnya pemerintah
mengatur penyelenggaraan pertanggungan ssial dan
bantuan sosial bagi tenaga kerja dan keluarganya (PP.
28/2002 0 79/1998 jo 14/1993).

Tap MPR Nomor : IV/MPR/1999 (Bab IV, F, 1 C) :
Mengembangkan Sistem Jaminan Sosial Tenaga Kerja bagi
seluruh tenaga kerja untuk mendapatkan perlindungan,
keamanan, dan keselamatan kerja yang memadai yang
pengelolanya melibatkan pemerintah, perusahaan dan
pekerja.
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C. Prinsip Dasar dan Pelaksanaan Jaminan Sosial

a. Mengutamakan terwujudnya solidaritas sosial dan
kebersamaan melalui gotong royong yang membantu yang
kurang mampu yang sehat membantu yang sakit, kelompok
berisiko tinggi dibantu kelompok berisiko rendah (anti
seleksi) yang berpenghasilan tinggi membantu yang
berpenghasilan rendah.

b. Penyelenggaraan Jaminan Sosial merupakan tanggung
jawab negara sehingga bukan merupakan usaha bisnis oleh
karena itu tidak dikenal istilah “Monopoli atau non
Monopoli).

c. Dapat meningkatkan insurance minded, karena Jaminan
Sosial hanya pada perlindungan dasar diharapkan dapat
mendorong kebutuhan perlindungan on top selanjutnya
yang merupakan lingkup Asuransi dan Dana Pensiun.

Saat ini Jaminan Sosial telah diselenggarakan lebih dari 160
negera dan tergabung dalam asosiasi “Internasional Social Security
Asociation” (ISSA).

a. Untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan anggota Angkatan
Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) telah dilaksanakan
sejak tahun 60 an oleh PT. Taspen dan Asabri.

b. Untuk Pegawai Swasta termasuk BUMN dilaksanakan
pada tahun 1978 berdasarkan PP No. 33 Tahun 1977 dan
PP No. 34 Tahun 1977 yang disempurnakan/ditingkatkan
berupa Undang-Undang No. 3 Tahun 1992 dan PP No. 36
Tahun 1995.

D. Sejarah Singkat dan Badan Hukum Badan Penyelenggara

1997-1990 : Perum Asuransi Sosial Tenaga Kerja
(Perum ASTEK) Peraturan Pemerintah
No. 34 Tahun 1977
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1990-1995 : PT. Asuransi Sosial Tenaga Kerja

PT. ASTEK (Persero)

Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun
1990

1995-sekarang : PT. Jaminan Sosial Tenaga Kerja

PT. JAMSOSTEK (Persero)

Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun
1995

Dasar Hukum ;

a.

Undang-undang No. 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial
Tenaga Kerja.

Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 1995 tentang
Penetapan Badan Penyelenggara Program Jaminan Sosial
Tenaga Kerja.

E. Jenis dan Manfaat Program
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a
b
C

d

Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)
Jaminan Kematian (JK)

Jaminan Hari Tua (JHT)

Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK)

Manfaat JKK

Sementara Tidak Mampu Bekerja (STMB)

Biaya Transport

Biaya Perawatan

Santunan Cacat

Santunan Kematian

Biaya Pemakaman

Santunan Berkala untuk yang Meninggal dan Catatan Total
Prothese / Orthese



JK
e Santunan Kematian
e Biaya Pemakaman

JHT :
e Akumulasi Tabungan  peserta  ditambah  Hasil
Pengembangan Dana

e Rawat Jalan Pertama

e Rawat Jalan Lanjutan

e Rawat Inap

¢ Kehamilan dan Persalinan
e Kunjungan Diagnostik

e Pelayanan Khusus

e Gawat Darurat

Untuk JPK termasuk keluarga pekerja (Suami/Istri serta tiga
orang anak)

F. Kepesertaan dan Pelayanan Jamsostek

a. Wajib JKK, JK dan JHT : Perusahaan dengan minimal 10
tenaga kerja atau upah minimal Rp. 1 juta / bulan.

b. Wajib JPK : Perusahaan yang belum memiliki program
kesehatan atau standart kesehatan lebih rendah dari dasar
JPK.

Kantor PT. Jamsostek (Persero): 1 Kantor Wilayah
18 kantor cabang
Pegawai : 266 orang

Mitra JPK : 240 Pelaksana pelayanan
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Kes Tk.1

25 Pelaksana pelayanan
Kes Tk. 2

109 Pelayanan Khusus

G. Kesimpulan

a. Jaminan Sosial merupakan Hak Pekerja yang bersifat

Universal dan merupakan Hak Asasi Manusia, karenanya
penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial pada prinsipnya
merupakan kewajiban Negara dalam menjaga martabat
pekerja dan keluarganya.

. Penyelenggaraan program Jamsostek pasca Undang-

undang No. 3 Tahun 1992 mengalami perkembangan baik
dilihat dari kepesertaan, iuran dan jaminan namun
perkembangan tersebut belum optimal, terbukti masih
terdapat Perusahaan Wajib Belum Daftar (PWBD),
Perusahaan Daftar Sebagian (PDS) baik Upah maupun
Tenaga Kerjanya.

. Dalam menghadapi globalisasi dengan segala dampaknya

serta tuntutan dan perubahan sosial sesuai dengan Amanat
Tap MPR No. IV/MPR/1999 (Bab 1V, F, 1C) perlu adanya
peningkatan kepedulian dari seluruh pihak sesuai dengan
fungsi dan kewenangan masing-masing

Kesemuanya ini merupakan tanggung jawab bersama antara

Pemerintah Masyarakat Pekerja dan Pengusaha.
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BAB 8

TOPIK KHUSUS
DALAM HUKUM EKONGMI

A. Perpajakan
1. Dasar hukum pajak

1) UU No. 6/1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan

Jo UU No. 16/2000, Lembaran Negara No. 126 TLN
3984 UU No. 7/1983 Jo UU No. 17/2000, LN. 127, TLN
3985

2) UU No. 14/2002 Tentang Pengadilan Pajak
3) Asas Self Assesment

“Bahwa Undang-undang Pajak memberikan kepercayaan
kepada Wajib Pajak (WP) untuk menghitung sendiri
kewajiban pajaknya dan membayarkannya kepada negera
sesuai Undang-Undang Pajak”.

Istilah
a) PPN : Pajak Pertambahan Nilai
b) PPh : Pajak Penghasilan
c¢) PPn BM : Pajak Penjualan Barang Mewah
d) WP : Wajib Pajak
e) PBB : Pajak Bumi dan Bangunan

f) Pajak atas Bea dan Materi
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2. Setoran Pajak Tahunan (SPT)

» Laporan SPT paling lambat tanggal 31 Maret (+6 bulan
pemberitahuan)

» Pembayaran Pajak Terutang paling lambat tanggal 25
Maret.

. Denda

» Keterlambatan Lap. SPPT Rp. 100.000,-
» Keterlambatan Pajak terutang Rp. 2% di kurang bayar.
» Kelalaian atas pajak terutang yang tidak dibayar :
Pidana 1 th kurungan dan/atau
2x jumlah Pajak Terutang yang tidak dibayar
» Sengaja atas Pajak Terutang yang tidak dibayar :

Pidana 6 tahun kurungan dan/atau 4x jumlah Pajak
Terutang yang tidak dibayar

PPh pasal 21/26 ttg : gaji, upah, HR, tunjangan lain
sehubungan dengan , jasa

. Dasar Pengenaan :

» PPN tarif Tunggal 10%

Diubah dengan PP yaitu 5%-15% (Ps 7 UU PPN & PPn
BM).

» PPn BM dengan tarif 10% - 75% (ps. 8)

Pajak berfungsi mengatur
Positif ———»  Tax Incentive

Kelonggaran-kelonggaran,
penghapusan, pengecualian,
pengurangan, kompensasi.



Negatif > Des Incentive Tax

Hambatan-hambatan, pencegahan
atas pemakaian / pemasukan,
pemberatan-pemberatan khusus.

Marie Muhamad

Fungsi Pajak di Negara berkembang adalah ;
1) Alat instrumen penerimaan negara
2) Mendorong investasi

3) Redistribusi

Rachmat Soemitro
Unsur-unsur Pajak, yaitu :
1) Ada masyarakat
2) Ada undang-undang
3) Ada pemungut pajak dan penguasa masyarakat
4) Ada subyek Wajib Pajak

Ciri-ciri / Karakteristik Pajak :

a. Pajak  dipungut berdasarkan UU / Peraturan
pelaksanannya.

b. Terhadap pembayaran Pajak tidak ada tegen prestasi
yang dapat ditunjukkan secara langsung.

c. Pemungutannya dapat dilakukan oleh pemerintah pusat
/ pemerintah daerah.

d. Hasil dari uang pajak yang digunakan untuk membiayai
pengeluaran “pemerintah, rutin / pembangunan. Jika
sisa digunakan untuk “Public Investment”.
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e. Berfungsi sebagai alat memasukkan dana dari
masyarakat ke dalam Kas Negara “Fungsi Budgetter”.
Juga berfungsi “Mengatur”.

Ciri Retribusi :
a. Dipungut berdasarkan peraturan (yang berlaku umum)

b. Prestasi dari masyarakat akan mendapatkan timbal balik
secara langsung yang tertuju pada individu yang
membayarnya

c. Dipergunakan bagi pelayanan umum terkait retribusi
yang bersangkutan.

d. Pelaksanannya dapat dipaksakan, paksaan bersifat
ekonomi

5. PPH terutang

Berdasarkan penerapan Tarif pasal 17 UU PPh atas
Penghasilan Kena Pajak (PKP).

LAPISAN PKP

Sampai dengan Rp. 25.000.000,- 5%
Diatas Rp. 25.000.000,00 Sd. Rp. 50.000.000 10%
Diatas Rp. 50.000.000,00 Sd. Rp. 100.000.000 15%
Diatas Rp. 100.000.000,00 Sd. Rp. 200.000.000 25%
Diatas Rp. 200.000.000,00 Sd. Rp. 35%

catatan :

Di dalam penerapan tarif pajak, jumlah PKP dibulatkan ke
bawah dalam ribuan rupiah.

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) besarnya sebagai
berikut :
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a. Rp. 2.880.000,00 untuk Wajib Pajak (WP)
b. Rp. 1.440.000,00 Tambahan untuk WP yang kawin

c. Rp. 2.880.000,00 tambahan untuk seorang istri (hanya
seorang istri) yang diberikan apabila ada penghasilan istri
yang digabungkan dengan penghasilan suami.

d. Rp. 1.440.000,00 tambahan untuk setiap anggota
keluarga sedarah dan semenda dalam garis keturunan
lurus, serta anak angkat yang menjadi tanggungan
sepenuhnya, paling banyak 3 orang untuk setiap
keluarga.

e. Warisan yang belum terbagi sebagai WP menggantikan
yang berhak tidak memperoleh pengurangan PTKP.

Contoh :

1. Seorang Wajib Pajak menerima atau memperoleh penghasilan
neto Tahun Pajak 2003 sebesar Rp. 88.640.000,00. Wajib Pajak
berstatus kawin dan mempunyai 3 (Tiga) orang anak, sedangkan
isterinya tidak mempunyai penghasilan sendiri. Penghitungan
pajak dengan penerapan tarif tersebut diatas dilakukan sebagai
berikut :

Penghasilan Neto 1 tahun Rp.  88.640.000,00
Penghasilan Tidak Kena Pajak Rp.  8.640.000,00 -/ -

Penghasilan Kena Pajak Rp. 80.000.000,00
Pajak Penghasilan yang terutang :
5% x Rp. 25.000.000,00 Rp.  1.250.000,00
10% x Rp. 25.000.000,00 Rp.  2.500.000,00
15% x Rp. 30.000.000,00 Rp.  4.500.000,00 + / +
Jumlah Rp. 8.250.000,00
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2.

100

Seorang Wajib Pajak yang berstatus tidak kawin baru datang dan
mempunyai niat menetap di Indonesia untuk selama-lamanya
pada awal Oktober 2003 dan menerima atau memperoleh
penghasilan dari usaha mulai Oktober s.d Desember 2003
sebesar Rp. 1.430.715,00. Atas penghasilan tersebut, dilakukan
penerapan tarif pajak sebagai berikut :

Penghasilan 3 bulan Rp. 1.430.715,00

Penghasilan 1 tahun :

360 x Rp. 1.430.715,00 Rp.  5.722.860,00
3x30

Penghasilan Tidak Kena Pajak Rp. 2.880.000,00 -/
Penghasilan Kena Pajak Rp. 2.842.000,00
Dibulatkan menjadi Rp. 2.842.000,00

(untuk penerapan tarif)

Pajak penghasilan yang terutang 1 tahun

= 5% x Rp. 2.842.000,00 Rp.142.100,00

Pajak Penghasilan yang terutang tahun 2003

(3 bulan) = 3 x 30 x Rp. 142.100,00 Rp. 35.525,00
360

PPh TERUTANG

Diketahui :

- WP dengan neto Rp. 102.304.000 (tahun 2003)
- WP Kawin, pisah harta, 3 anak
- Istri dengan neto Rp. 59.216.000

Ditanya : Penerapan Tarif Suami — Istri



Jawab :

Penghasilan Neto Suami  Rp. 102.304.000
Penghasilan Neto Istri Rp. 59.216.000

Rp. 161.520.000
PTKPK/I/1 Rp. 11.520.000
Penghasilan Kena Pajak Rp. 150.000.000

PPh terutang Gab. (Sutri)

5% x Rp. 25.000.000 Rp. 1.250.000

10% x Rp. 25.000.000 Rp. 2.500.000

15% x Rp. 50.000.000 Rp. 7.500.000

25% x Rp. 50.000.000 Rp. 12.500.000
Rp. 23.750.000

a. Untuk SPT Suami Rp. 102.304.000 x 23.750.000
Rp.161.520.000
Rp. 15.042.842,99

b. Untuk SPT Istri Rp. 59.216.000 x 23.750.000
Rp.161.520.000
Rp. 8.707.157,00

B. Perspektif Hukum Bisnis pada Era Teknologi

Komoditi baru adalah suatu obyek baru yang dapat
ditransaksikan. Dengan demikian setiap temuan baru, setiap
metode baru dan setiap pendayagunaan baru dengan cepat akan
dimanfaatkan oleh dunia bisnis sebagai komoditi secara maksimal.
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“Dunia bisnis adalah dunia yang penuh dengan kreatifitas
dan inovasi yang sangat efektif karena tujuan yang mapan dan jelas
yaitu keuntungan ekonomi

Questions for Law :

1) Memupuk hukum memberikan solusi atas setiap kemajuan
dan perkembangan IPTEK dalam rangka melindungi
kehidupan kemanusiaan ?

2) mampukah hukum mengatur dan memberikan pengamanan
dan rambu-rambu bagi kegiatan ekonomi yang dapat
memberikan dan menjamin keseimbangan kepentingan di
dalam tata kehidupan ini ?

3) Aspek hukum apa saja yang perlu disiapkan untuk

mengantisipasi perkembangan IPTEK dalam rangka

kehidupan kebangsaan dan perekonomian nasional ?
Hukum akan menampakkan diri sebagai seperangkat peraturan
yang di dalamnya mengandung nilai-nilai tentang, antara lain :

a. Pemanfaatan IPTEK secara maksimal yang tidak
membahayakan kehidupan manusia dan kehidupan.

b. Tidak melanggar kepentingan dan hak-hak pribadi maupun
hak publik / masyarakat.

c. Pengakuan & prosedur pengakuan hak oleh negara dibidang
“HMI” dan “HAKI”

d. Pengaturan tentang / mengenai keseimbangan kepentingan
publik terhadap kepentingan individu, kepentingan publik
dan sebagainya, sebagai keseimbangan kepentingan para
pihak

Solusi Oleh Hukum :

1) Memberikan rambu-rambu dengan mengatur keseimbangan
kepentingan berbagai pihak terhadap komoditi baru - HAKI

2) Pengakuan terhadap penemu, pencipta, sebagai pemilik yang
berhak. Misal : UU Hak Patent, UU Hak Cipta.

3) Memberikan  perlindungan  terhadap  kemungkinan
pelanggaran. Misal : UU perlindungan konsumen, UU
persaingan sehat, UU usaha kecil.
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Realisasi Partisipasi Hukum :
a. Pengakuan & Pemberian hak terhadap penemuan,
pemakaian, peredaran teknologi baru.
b. Melindungi terhadap yang berhak menggadakan &
mengedarkan dan pemakaian yang sah
c. Mengatur tentang transaksi teknologi baru — benturan
dengan kepentingan

C. Asuransi

Istilah Asuransi berasal dari kata “Assurantie — Verzekering”
atau Insurance yang artinya Pertanggungan.

PENGERTIAN

» ZAG KUHD Kerugian, Kerusakan, kerugian jadi Asr. Kerugian tidak
termasuk jiwa, sosial.

» Pasal 1 ayat 1 — UU No. 2 Tahun 1992 (Usaha Perasurn)

“Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara 2 pihak
atau lebih dengan mana penanggung mengikat diri kepada
tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan
keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum
kepada pihak ke-3 yang mungkin akan diderita tertanggung yang
timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti atau untuk
memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal
atau hidupnya seseorang yang dipertanggung”

1. As. Kerugian — Loss Insurance
Perlind. Thd. Harta kekayaan seseorang

/ BH, meliputi benda-benda asuransi,
resiko yang ditanggung, premi asuransi,
ganti kerugian.
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2. As. Jiwa — Life Insurance
..., keselamatan, jiwa, resiko, premi
santunan karena evenemen,
pengembalian.

3. As. Sosial — Social Security Insurance
..., jiwa raga, resiko, iuran, santunan

Unsur- unsur Asuransi harus memenuhi beberpa hal, sebagai
berikut :

a) subyek asuransi

b) perikatan / perjanjian

¢) obyek asuransi

d) tujuan asuransi

e) resiko dan premi

f) evenemen & ganti kerugian / santunan

g) syarat-syarat khusus

h) polis asuransi
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KEBUTUHAN
EKONOMI

SEGI HUKUM
PERDATA

1. Asas Bebas Berkontrak
2. UU Bid. H. Pdt.
a. Persetujuan T/P

b. Kewenangan melakukan

perb. Hukum
c. Obyek tertentu
d. Kausa yang halal
e. Pemberitahuan

LEGAL APPROACH

SEGI PERDATA
DILUAR KUHD

Segi perdata di luar KUHD
e UU No. 9/1969 BUMN
e UU No. 1/1995 PT

e UU No. 5/1960 Agraria
e UU No. 8/199 P Kons

lSEGI HK. PUBLIK UU
No. 2/92, PP73/93

Segi HK. Adm. Neg.

UU No. 3/82-Wajib Daft P.
UU No. Perpajakan

UU No. 10/98 Perbankan
UU No. 8/98/ Dok P

Jenis- jenis asuransi yang sering ditawarkan, antara lain :

1. asuransi kebakaran
2. kendaraan bermotor
3. kecelakaan diri

4. pengangkutan uang
5. keselamatann uang
6. kebongkaran

fire insurance

motor insurance

personal accident insurance
cash intransit insurance
cash in box/safe insurance
bulglary insurance

105



7. rangka kapal marine hull insurance

8. pengangkutan barang marine cargo insurance

9. pembangunan contraltor’s all risk insurance

10. pemasangan mesin erection all risk insurance

11. mesin machinery break down insurance

Contoh slogan perusahaan asuransi :

MITRA DALAM USAHA,

PELINDUNGAN DALAM DUKA

“Pelayanan yang baik dan senantiasa berusaha menunjukkan sikap
profesional serta fleksibel dalam memenuhi kebutuhan tertanggung”

D. LEMBAGA PEMBIAYAAN

Modal Ventura

TONY LORENZ (1995) adalah investasi jangka panjang
dalam bentuk penyediaan modal yang berisiko tinggi
dimana penyedia dana bertujuan utama memperoleh
keuntungan bukan pendapatan bunga atau deviden.

SEWA GUNA USAHA

SKBb menkeu-menperindag, 07.01.74 ttg perijinan usaha
leasing

Adalah setiap kegiatan pembiayaan perusahaan dalam
bentuk penyediaan barang modal untuk digunakan oleh
suatu perusahaan untuk suatu jangka waktu tertentu,
berdasarkan pembayaran berkala disertai hak pilih (opsi)
bagi perusahaan tersebut untuk membeli barang modal yang
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bersangkutan, atau memperpanjang jangka waktu leasing
berdasarkan nilai sisa yang telah disepakati bersama.

Anjak piutang

Adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan

dalam bentuk pembelian &/atau pengalihan

serta

pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek suatu
perusahaan dari transaksi perdagangan dalam / luar negeri.

Pembiayaan Konsumen

KEPPRES NO. 61/1988, Ps. 1 angka (6) pembiayaan
konsumen adalah pembiayaan pengadaan barang untuk
kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran angsuran

atau berkala.

E. Kartu Kredit

Adalah alat pembayaran melalui jasa bank/perusahaan
pembiayaan dalam transaksi jual beli barang/jasa, atau alat untuk
menarik uang tunai dari perusahaan/bank

SEWA BELI

v Lesse menjadi pemilik
barang modal setelah
angsuran terakhir dibayar

lunas/masa kontrak berakhir

Lessor melakukan invest
dengan barang yang
disewakan dan uang sewa
sebagai keuntungan

Transaksi  “SB”  bukan
kegiatan lembaga
pembiayaan

SEWA GUNA USAHA

Lesse menjadi pemilik barang
modal hanya apabila hak
opsinya digunakan pada
akhir kontrak

Lessor hanya membiayai
perolehan barang modal
untul Lesse

Transaksi “SGU” adalah
kegiattan usaha pembiayaan
yang dilakukan oleh

perusahaan pembiayaan
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Lembaga Keuangan atau sering dikenal dengan istilah “Final
Institution” merupakan Badan Usahan yang mempunyai
“Financial Assets”. Jasa keuangan yang diberikan antara lain :
membiayai usaha produksi dan kebutuhan konsumtif dan non-
pembiayaan.

Lembaga pembiayaan atau sering dikenal dengan istilah
“Financing Institution” berfungsi menyediakan dana atau barang
modal dengan menarik dana secara langsung dari masyarakat

Beberapa istilah dalam lembaga pembiayaan/ lembaga
keuangan yang populer, antara lain :

e Asset Transmutation : Kewajiban hutang diubah piutang

e Likudity : Sertifikat Deposito, Saham

e Income Reallocation : Prog : Tab, Pensiun, Asr, Jiwa
Finance Trancaction : Rek. Giro, Rek.

Klasifikasi Lembaga Keuangan :

a) Lembaga Keuangan dalam Bentuk Bank
Contohnya adalah : insurance, pawnshop, dana pensiun, reksa
dana, dan bursa efek.

b) Lembaga Keuangan bukan Bank

¢) lembaga Pembiayaan
1. Leasing — Sewa Guna Usaha
Venture Capital — Moal Ventura
Factoring — Anjak Piutang
Credit Card — Kartu Kredit
Consumers Finance — Pembiayaan Konsumen

S N

Securities Trade — Perdagangan Surat Berharga

F. Hukum tentang Kepailitan

Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1998 PERPU Nomor 1
TAHUN 1998 TETANG PERUBAHAN ATAS UU TTG
KEPAILITAN, menjelaskan beberapa hal pokok sebagai berikut :
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1) Debitur yang mempunyai dua/lebih kreditur dan tidak
membayar sedikit satu utang yang telah jatuh waktu dan
dapat ditagih, dinyatakan PAILIT dengan putusan
pengadilan yang berwenang.

2) Putusan atas permohonan pernyataan pailit dan hal-hal lain
yang berkaitan, ditetapkan oleh Pengadilan yang daerah
hukumnya meliputi daerah tersebut kedudukan hukum
debitur.

3) Permohonan pernyataan pailit dapat diajukan oleh
kejaksanaan, untuk kepentingan umum.

4) Jika debitur merupakan “Perusahaan Efek” permohonan
pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Baan Pengawas
PM

5) Dalam hal permohonan pernyataan pailit diajukan oleh
debitur yang menikah, permohonan hanya dapat diajukan
atas persetujuan suami atau istrinya.

Upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap putusan atas
permohonan pernyataan pailit adaah KASASI MA. Permohonan
Kasasi paling lambat 8 hari setelah penetapan pailit. Terhadap
putusan atas permohonan pernyataan pailit yang telah mempunyai
kekuatan hukum tetap, dapat diajukan PK Kepaa MA.

Kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan/
pemberesan atas harta pailit (sejak tanggal penetapan pailit).

Dalam putusan pernyataan pailit harus diangkat :

a) Seorang hakim pengawas yang ditunjuk dari Hakim
Pengadilan

b) Kurator
Kurator harus “Independen dan tidak mempunyai bentuk
kepentingan dengan debitur atau kreditur”.

Penangguhan hak eksekusi (90 hari) dimaksud untuk:

a) Memperbesar kemungkinan tercapainya perdamaian
b) Memperbesar kemungkinan mengoptimalkan harta pailit
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¢) Memperbesar memungkinkan kurator melaksanakan
tugasnya secara optimal.
Perlindungan yang wajar bagi kreditur :

a) Memperbesar kemungkinan tercapainya perdamaian
b) Memperbesar kemungkinan mengoptimalkan harta pailit
¢) Memperbesar memungkinkan kurator melaksanakan
tugasnya secara optimal.
Perlindungan yang wajar bagi kreditur :

a) Ganti rugi atas terjadinya penurunan nilai harta pailit

b) Hasil penjualan bersih

¢) Hak kebendaan, pengganti

d) Imbalan yang wajar dan adil serta pembayaran tunai lainnya.
Yang dimaksud “Kurator” adalah :

a) Balai harta peninggalan, atau
b) Kurator lainnya
- Perorangan / persekutuan perdata yang berdomisili di
Indonesia yang memiliki keahlian khusus yang
dibutuhkan alam rangka mengurus / membereskan harta
pailit
- Telah terdaftar pada Dep. Kehakiman.

Hakim pengawas dapat melakukan penundaan kewajiban
pembayaran utang, berdasar :

a) Prakarsa Hakim Pengawas
b) Permintaan pengurus, atau
¢) Permintaan satu / lebih kreditur.
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ASPEK HUKUM DALAM EKONOMI - -

Peranan hukum dalam pembangunan ekonomi dewasa ini banyak didi:
dengan melihat hukum sebagai sarana pembaharuan atau yang dalam istilah
disebut sebagai law as a tool of social engineering. Mengingat pentingnya aspek hukum
dalam ekonomi maka mata kuliah ini menjadi mata kuliah waijib di perguruan tinggi. Mata
kuliah ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman tentang aspek hukum dalam
segala kegiatan lalu lintas ekonomi, memberikan bekal pengetahuan tentang prinsip-
prinsip, pokok-pokok dan perkembangan hukum ekonomi yang ada dan berlaku di
Indonesia, serta memberikan kemampuan teknis untuk memberikan penilaian teoritis atau
ilmiah mengenai pelaksanaan dan perkembangan hukum ekonomi diindonesia.

Buku ini disajikan dalam bentuk Buku Ajar yang penyajiannya didasarkan pada
Rencana Pembelajaran di kampus sehingga sangat praktis digunakan dalam proses
pembelajaran untuk mata kuliah Aspek Hukum dalam Ekonomi. Pokok bahasan dalam
bulku ini meliputi:

= Cita Hukum Nasional
Corporate Social Responsibility dan undang-undang Penanaman Modal
Perusahaan dan Aspek Hukum
Wajib Lapor Tenaga kerja dan K3
Handelszaak

Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja
Jual Beli Perusahaan
Topik Khusus dalam Hukum Ekonomi
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